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Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak
mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui
bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama
dan maula-maulamu (Al-Ahzab (33): 5)

S7aVa06zS  B)Ir &0 T ~$vssSont $KR' S U $d$Sonk GBr
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Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, M aka seolah-olah
Dia telah memelihara kehidupan manusia ssmuanya. dan Sesungguhnya telah datang
kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang
jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui
batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Al-Maidah (5): 32)
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TRANSLITERAS
Umum
Trangliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari Bahasa Arab

kedalam tulisan Bahasa Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa

Indonesia
Konsonan
| =Tidak dilambangkan woa =di
« =b L =th
<=t L =dh
& oo=ts g =" (komamenghadap keatas)
c = g =oh
¢ =h - =
& =kh 3 =9
a =d g =
3 =dz e
v =TI g~
Y =z =1
o =S 9 =W
SR 5 =
oe =sh ¢ =

Hamzah (¢) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun
apabilaterletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma

diatas (*), berbalik dengan koma (*), untuk pengganti lambang “¢”

Vokal, panjang dan diftong
Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis
dengan “@’, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang

masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:



Voka (a) panjang =4a Misalnya Ja Menjadi gaa
Vokal (i) panjang =1 Misalnya Jé Menjadi gila
Voka (u) panjang =0 Misalnya 09 Menjadi ddna
Khusus untuk bacaan ya nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”,

melainkan tetap ditulis dengan “iy’ agar dapat menggambarkan ya nisbat
diakhirnya Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya setelah fathah ditulis
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = Misalnya Js8 Menjadi gawlun
Misalnya

Diftong (ay) Menjadi khayrun

Ta marbdthah

Ta’marbdthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah
kalimat, tetapi apabila ta’marblthah tersebut berada diakhir kalimat, maka
ditarangliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: 4wl Alu )l menjadi al-
risalat li al-mudarrisah, atau gpabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri
dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditrangliteras kan dengan menggunakan
“t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: £ s ) 4 menjadi fi

rahmatillah.



ABSTRAK

Abd. Waris, 06210048, Akibat Hukum Konsep Tabanni dan Istilhag menurut
Hukum Idam, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang,
Dosen Pembimbing : Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.

Kata Kunci: Tabanni, Istilhag, Akibat hukum.

Maraknya isu pembuangan bayi akhir-akhir ini dapat disggarkan dengan isu-
isu politik, ekonomi dan sebagainya. Motifnya adalah karena hubungan luar nikah
atau karena faktor ekonomi. Terlepas dari itu, setiap anak yang dilahirkan
membutuhkan pemeliharaan dan perlindungan demi kesgjahteraan hidupnya. Bentuk
perlindungan dan pemeliharaan dapat berupa pengangkatan anak (tabanni) atau
pengakuan anak (istilhag), jika anak tersebut anaknya yang pernah ditelantarkan.
Namun, hukum Islam tidak mengenal tabanni dengan menasabkan kepada keluarga
angkatnya, hanya sebatas hubungan kekeluargaan dan kasih sayang. Ini yang
seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat, pengangkatan anak dengan
merahasiakan orang tua kandungnya. Tabanni ini tidak bisa disamakan dengan
pengakuan anak (istilhag), karena istilhag |ebih menekankan pada aspek status nasab
anak yang tidak jelas nasabnya. Sehingga dalam penelitian skrips ini timbul
rumusan masalah: 1). Bagaimana akibat hukum konsep tabanni dan istilhag dalam
hukum Islam? dan; 2). Bagaimana persamaan dan perbedaan tabanni dan istilhag
dalam hukum Islam ?.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian
kepustakaan (library research) atau penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk
mengetahui akibat hukum dari konsep tabanni dan istilhag dalam hukum Islam.
Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu bahan pustaka
primer, berupa literatur-literatur figh baik klasik maupun kontemporer dalam empat
madzhab (Maliki, Syafi’i, Hanbali dan Hanafi), dan skrips-skrips terdahulu yang
berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya data diolah dan diandisis dengan
menggunakan metode kompar atif dan deskriptif.

Dari hasil pendlitian, diperoleh kesmpulan bahwa tabanni dalam arti
konvensional telah dilarang oleh hukum Islam, sedang dalam arti sebatas memelihara
dan memberikan pendidikan sangat dianjurkan oleh Islam. Tabanni yang dilakukan
oleh seseorang tidak mempunyai akibat pada beralihnya nasab anak angkat kepada
orang tua angkatnya. Dalam kewarisan, anak angkat tidak mendapatkan warisan,
tetapi ia bisa memperoleh harta orang tua angkatnya dengan cara wasiat atau hibah.
Dalam perkawinan, anak angkat tidak menjadi mawani * al-nikéh, sehingga halal
melakukan pernikahan. Begitu pula dalam perwalian, orang tua angkatnya tidak bisa
menjadi wali nikahnya kecuali diwakilkan oleh orang tua kandungnya. Sedangkan
istilhag yang merupakan pengakuan terhadap seorang anak yang tidak diketahui
nasabnya (majhdl al-nasab), dapat berakibat pada status nasab anak menjadi
nasabnya. Sehingga dalam kewarisan, mustalhaq lah mendapatkan warisan karena
termasuk dalam ahli waris. Dalam perkawinan, ia dapat menjadi mawani ‘ al-nikah
karena sudah ada hubungan mahram dengan mustalhiq, dan dapat pula menjadi wali
nikahnya.



ABSTRACT

Abd. Waris, 06210048, Legal Consequences of the Concept of Tabanni and
Istilhaq in Islamic Law Perspective, Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Department, Islamic Law Faculty, The State Islamic of Maulana Malik
Ibrahim of Malang, Advisor: Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.

Keywords: Tabanni, Istilhag, Legal Consequnces.

The widespread issue on abandoning baby lately has the same portion with
political issue, economic issue and so forth. The cause is due to adultery or
economic factors. Regadless of that causes, every child was born in need of care and
protection for the welfare of their life. Form of protection and maintenance can be
the adoption (tabanni) or the avowal of paternity (istilhaq), if the child is his son who
had abandoned. However, Islamic law does not recognize tabanni by attributing
family relationship, only to extent family relationship and caring. That is what often
happens within particular community, the adoption without recognition of his
biological parents. Tabanni is not smilar with istilhag because it emphasizes more
on the descent status of the children with unknown his descent. Thus, in this thesis
research, formulation of the problem arises as follow: 1). What are the legal
consequences of the concept of tabanni and istilhaq in Islamic law perspective ?,
and; 2). What are the similirities and the differences in tabanni and istilhag in
Islamic law perspective?.

It is alibrary research or normative legal research, which aims to determine
the legal consequences of the concept of tabanni and istilhaqg in Islamic law. This
research uses secondary data sources that is primary library materias such as
literatures on both classical and contemporary figh of the four sects (Maliki, Shafi'i,
Hambali and Hanafi), including previous thesis or research. Furthermore, data were
processed and were analyzed by using comparative and descriptive methods.

It can be concluded by the result of this research that tabanni conventionally
has been forbidden by Islamic law, but in the sense of preserving and providing
education for the children is highly encouraged by Islam. Tabanni which is practiced
by a person does not have effect on the descent shifting of adopted child to adoptive
parents. In inheritance context, adopted children do not get the inheritance, but they
could get his adoptive parents legacy by will or gift. In marriage, a foster child does
not have mawani 'al-Nikah, so parents can marry her or him. In guardianship,
adoptive parents cannot be the guardian of the child unless it is devoted by hisor her
biological parents. While istilhaq which is a avowal of a child of unknown his
descent (majhdl al-nasab), may result in the descent status of children become his
descent (mustalhig). Thus, in inheritance, child's (mustalhaq lah) gets inheritance
because he or sheisincluded in parent's heir. In marriage, it can be mawani 'al-Nikah
because he or she has descent relationship with mustalhiq and the parents can also
be marriage guardians.
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PENDAHUL UAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, isu sosiadl merupakan salah satu isu yang setiap hari sering di
dimunculkan. Boleh juga dikatakan isu ini hampir sgjajar dengan isu politik dan isu
lainnya yang melanda negara kita. Realitas yang terjadi di masyarakat muslim sendiri
terkait dengan penelantaran anak masih menjadi fenomena yang seharusnya
mendapatkan perhatian khusus. Hampir setiap hari mass media baik media cetak
maupun elektronik sering menayangkan tentang bayi-bayi yang dibuang oleh orang
tuanya yang tidak bertanggung jawab atau ditinggal begitu saja di rumah sakit ketika
mereka dilahirkan. Banyak pula di antara mereka yang didapati telah meninggal atau
yang masih hidup. Motivasi yang melatarbelakangi terkadang karena faktor ekonomi,

dan juga karena anak tersebut lahir dari hubungan di luar nikah, seperti zina. *

! Seperti yang dilansir oleh beberapa surat kabar elektronik, seperti www.walikotalive.com, minggu
16 Mei 2010 tentang bayi yang dibuang di atas genteng tapi selamat dan akhirnya diadopsi oleh
seorang anggota polisi, www.bengkuluekpress.com, 11 januari 2010 tentang bayi yang baru berumur


http://www.walikotalive.com,
http://www.bengkuluekpress.com,

Sedih, pilu, ngeri, dan tak berperasaan merupakan ungkapan-ungkapan yang
muncul kepada orang-orang yang tega melakukan hal tersebut. Penyebab masalah
pembuangan bayi ini dikarenakan kurangnya didikan agama dalam kalangan
masyarakat pada masa sekarang, terutamanya kepada golongan remaja. Remaja
boleh diklasifikasikan kepada mereka yang berusia antara 13 hingga 25 tahun.
Remaja tidak lagi dibekali ilmu agama yang cukup sebagai pedoman agar mereka
tidak terjebak ke dalam hal-hal maksiat. Membuang atau membunuh bayi yang
dilahirkan, baik melalui hubungan yang sah atau pun hubungan terlarang adalah
akibat kurangnya keimanan di dalam diri, sedangkan setiap anak yang dilahirkan
tidak berdosa.

Padahal, Anak merupakan makhluk ciptaan Allah yang wajib dilindungi dan
dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum,
ekonomi, politik, sosial maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan
golongan. Anak merupakan generasi bangsa yang harus dijamin hak hidupnya agar
bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Oleh karenanya, anak harus dijaga
dan dirawat dengan baik, karena anak merupakan anugerah dan perhiasan kehidupan
fanaini sekaligus pelengkap kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga.? Dalam Al-

Qur’an, Allah berfirman:

$<ROBOGS SHBRZ (T boZbes ASIHp

“harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia................ ?
Kemudian dipertegas dengan firman Allah sebagai berikut:

duahari dibuang dijalan, dan www.riauinfo.com, 9 februari 2010 tentang mayat bayi yang dibuang ke
dalam closet toilet.

2 Mufidah Ch., Psikologi Keluarga Idam Berwawasan Gender (Malang: UIN Malang Press, 2008),
299-300.
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"Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada
Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami),
dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.

Anak yang lahir dari hubungan yang tidak hala pun ini tetap tidak
mengurangi kualitasnya sebagai sosok yang dilahirkan dalam keadaan suci tanpa
menanggung dosa yang telah diperbuat oleh orang tuanya. Oleh karenanya, anak
yang fitrah ini, harusnya bisa mendapatkan status dan kehidupan yang layak dalam
hidupnya, apalagi anak merupakan titipan Allah dalam sebuah keluarga sehingga
bisa menjadi penghibur lara yang suatu saat bisa menghampiri. Ahmad a-Ghandur
menjelaskan secara terpisah dalam bab-babnya terkait dengan hak anak-anak yang
dilahirkan, yakni: nasab (tsublt al-nasab), susuan (ridla’), pemeliharan (hadlanah),
nafkah, dan perwalian atau perlindungan (walayah).*

Disatu sisi, keinginan suami istri untuk mendapatkan buah hati adalah
keinginan yang sejalan dengan fitrah kemanusiaan sebaga bapak atau ibu, tidak ada
penghalang dari sisi syar'i bagi keduanya untuk berikhtiar dalam batas-batas kaidah
syariat yang suci, namun terkadang ikhtiar mereka berdua belum juga membuahkan
hasil, upaya keras mereka dibayangi aroma kegagalan, padahal harapan hati akan
buah hati sudah sedemikian menggebu, akhirnya muncul pemikiran untuk

menempuh jalan tabanni, mengangkat anak yang tidak lahir dari rahim sendiri

sebagai anak dan hidup dalam keluarga tersebut.

% QS. a-Furgan (25): 74.
4 Ahmad a-Ghanddr, Al-Akhwal al-Syakhshiyah fi al-Tasyri* al-ISan (Beirut: maktabah al-Falah,
2006), 596-637.



Faktor lain dari tabanni terkadang karena keinginan mereka untuk
meringankan beban orang tua kandung anak angkatnya yang serba minim, baik
karena hidup pas-pasan atau karena mempunyai anak yang banyak. Alhasil, faktor ini
menjadi penyebab kurangnya perhatian terhadap kesehatan, pendidikan, perawatan,
pengajaran, dan kasih sayang anak-anaknya. Setiagp anak yang dilahirkan
memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya
menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan
dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan
perhatian yang serius, terutama masamasa sendtif anak, misalnya balita (bayi
dibawah lima tahun). Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami
fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat
perkembangan jiwanya.

Namun yang menjadi persoalan, tabanni (pengangkatan anak) yang dilakukan
oleh masyarakat pada umumnya adalah dengan cara menghilangkan status atau
hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, artinya dengan sengaja tidak
memberitahukan bahwa sebenarnya mereka mengangkat anak tersebut dan tidak
dilahirkan dari rahim sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Idam
yang tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara
mutlak, sedang yang di perbolehkan atau anjuran hanya untuk memelihara dengan
tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan
atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak

kandung (nasab).
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AT dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak
kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu
sgja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan
(yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai)
nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika
kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka
sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada
dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada
dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.....”

Lain halnya dengan tabanni, istilhag yang juga bertujuan untuk memberikan
maslahat kepada anak yang dilahirkan dapat mempunyai implikasi yuridis pada
status nasab anak. Tabanni yang dilakukan oleh masyarakat tidak bisa disamakan
dengan igtilhag. Namun, istilhagq dapat menjadi tabanni, jika persyaratan dalam
istilhag tidak terpenuhi.

Isam yang turun sebagai rahmat |i al-‘dlamin mengatur segala aspek
kehidupan manusia, baik yang vertikal dan horizontd, termasuk juga dalam rangka
memberikan perlindungan pemeliharan sehingga kesejahteraan anak bisa terjamin
hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri. Maka, Ingtitusi keluarga dalam Islam,
menjadi bahasan yang sangat penting dalam hukum Islam. Institus kekeluargaan
yang utuh adalah penting untuk menjamin kebahagiaan dalam sebuah keluarga

Sebaliknya keruntuhan institus keluarga pula bisa menyebabkan pelbagai kesan

negatif.

5QS. Al-Ahzab: 4-5



Dalam institusi hukum keluarga Islam, untuk memenuhi hak-hak anak yang
dilahirkan atau untuk memberikan status dan kesejahteraan anak, dikenal sebuah
istilah Igrér bi al-Nasab atau istilhag yang bertujuan untuk memberikan status nasab
atau memperjelas asal usul seorang anak yang tidak teridentifikasi nasabnya. Status
nasab yang diberikan kepada seorang anak akan mempunyai efek dalam
kehidupannya di masa mendatang.

Disamping itu, al-Tabanni atau tabanni (pengangkatan anak) juga dikenal
dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya lapangan hukum keluarga. al-
Tabanni mempunyai dua pengertian. Pertama; mengambil anak orang lain untuk
diasuh dan dididik dengan penuh kasih sayang, tanpa diberikan status ‘anak
kandung” kepadanya, hanya saja ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai
anak sendiri. Kedua; mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi
status sebagai “anak kandung”, sehinggaia berhak memakai nama keturunan (nasab)
orang tua angkatnya, dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain
sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya

Anak angkat dalam pengertian yang pertama lebih didasari oleh perasaan
seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari
anak angkatnya atau bagi pasangan yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak
angkat bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut
bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang.
Anak angkat dalam pengertian yang kedua terkait dengan masalah hukum, seperti

statusnya, akibat hukumnya, dan sebagainya Anak angkat dalam pengertian yang



kedua secara hukum telah berkembang dan dikenal di berbagai negara, termasuk di
Indonesia sendiri, khususnya dalam bidang keperdataan.®

“Tabanni” dan “istilhag”, merupakan bahasan yang sangat penting, karena
dua pranata dalam lapangan hukum kepardataan tersebut pada hakikatnya bertujuan
untuk memberikan perlindungan kepada anak agar bisa tumbuh kembang dengan
baik di masa mendatang. Namun disisi lain dua pranata tersebut tentu ada perbedaan,
apalagi peristiwa hukum yang dijalani, prosesnya berbeda, sehingga melahirkan
akibat hukum yang berbeda sebagai konsekuensi dari sebuah peristiwa hukum.
Maka, konsekuensi yang berbeda itulah agar bisa dipahami dan diinternalisasikan
dalam kehidupan masyarakat, sehingga tetap dalam batas-batas ketentuan hukum
Islam.

Dengan demikian, uraian di atas memberikan gambaran terkait dengan
konsekuens hukum atau akibat hukum yang ditimbulkannya. Maka, dalam
pembahasan ini akan dipaparkan tentang Akibat Hukum dari Konsep Tabanni dan
Iilhag menurut Hukum Idam. Dalam pembahasan ini, peneliti mencoba
menkomparasikan dua entitas (tabanni dan istilhag) dalam lgpangan hukum
keperdataan, khususnya hukum keluarga dan akibat hukum yang ditimbulkan dari
keduanya.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini agar pembahasannya mudah dipahami dan tidak terlalu

meluas, maka perlu diberikan batasan yang nantinya juga bisa memudahkan dalam

melakukan penelitian ini. Apalagi, pembahasan mengena konsep tabanni dan

® Abdul Aziz Dahlan (et. al.), Eksikiopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru VVan Hoeve, 1996). Jilid
1,27



istilhag ini juga mempunya kaitan dengan hak-hak anak (tsub(t al-nasab, ridl&a’,
hadlanah, nafkah, dan walayah) yang harus terpenuhi.

Oleh karenanya, batasan masalah dalam penelitian ini yaitu masalah Tabanni
dan lIstilhag yang berkaitan dengan status nasab, kewarisan, perkawinan dan
perwalian, dan akibat hukum dari keduanya kemudian mengkomparasikannya
C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Akibat Hukum Konsep Tabanni dan Istilhag Menurut Hukum

Islam ?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Tabanni dan Istilhag Menurut
Hukum Islam ?
D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari konsep Tabanni dan istilhag menurut

hukum Islam

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Tabanni dan Istilhag menurut

Hukum Islam
E. Kegunaan Penelitian

Hasi| penelitian ini diharapkan memiliki sekurang-kurangnya tiga kegunaan,
sebagai berikut:

1. Dapat mendeskripsikan akibat hukum Tabanni dan Istilhagq dalam hukum

Islam sehingga menjadi dokumen penting dan sumbangan ilmiah bagi para

pemerhati hukum Islam.



2. Dapat dijadikan bahan perbandingan bagi masyarakat pada umumnya dan
Hakim Pengadilan Agama pada khususnya dalam kaitannya dengan
kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkawinan.

3. Dapat dijadikan salah satu bahan kajian bagi peneliti berikutnya yang lebih
mendalam untuk memperkaya dan membandingkan temuan-temuan dalam
bidang ini.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih mudahnya memahami pembahasan dalam penelitian ini, peneliti
akan menjelaskan bebergpa kata pokok yang sangat erat kaitannya dengan penelitian
ini. Di antaranya adalah:

1. Tabanni (adopsi), adalah pengangkatan anak orang lain oleh suatu
keluarga dengan maksud memelihara dan mendidiknya dengan penuh
kasih sayang seperti mereka memperlakukan anak kandung sendiri.”

2. Idtilhag atau igrér bi al-nasab adalah pengakuan anak yang tidak diketahui
nasabnya oleh seseorang baik untuk mandapatkan pengakuan nasab
maupun sekedar mendapatkan hak waris saja.®

G. Metode Penélitian
1. JenisPenditian
Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka

jenis penelitian ini masuk dalam katagori penelitian hukum normatif, karena dalam

7 Eksiklopedi Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), Jilid 1, 83.
8 Abdul Aziz Dahlan (et. al.), Op. cit., Jlid 2, 688.



penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber
data penelitian.’

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan

analisisnya pada proses penyimpulan komparas (membandingkan), serta pada
analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan
logika ilmiah.'® Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
diamati yang tidak dituangkan ke dalam variable atau hipotesis.™*

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a Sumber data sekunder adaah bahan pustaka yang berisi informasi tentang
bahan hukum primer berupa literatur-literatur figh baik klasik maupun
kontemporer, dan didukung dengan buku-buku, jurna, majalah, naskah-
naskah, catatan, dokumen-dokumen dan lain-lain. Karena dalam
penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam
(ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.™

b. Sumber data tersier yang merupakan data penunjang, mencakup bahan-
bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan

sumber data sekunder, meliputi: kamus, ensiklopedi, dan lain-lai n:

® Amiruddin dan Zaind Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta PT Raja Grafindo
Persada, 2004), 133.

0 szifuddin Azmar, Metode Pendlitian (Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar Offset, 2001), 5.

1 Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. cit.,30

2 Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2006), 24

3 Amiruddin dan Zainal Askin, Op. cit.,



4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini, ditempuh
dengan melalui “library research” (penditian kepustakaan) dengan mengkaji
literatur-literatur dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk memperoleh
informasi yang berkorelasi dengan pembahasan.
5. Teknik Analisa Data
Setelah pengumpulan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat,
tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian
dilanjutkan dengan penganalisaan data tentang konsep tabanni (adopsi) dan istilhag
dalam hukum Islam, agar diperoleh sebuah kesmpulan.
Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a Komparatif, Yatu metode yang digunakan untuk menemukan persamaan-
persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang bendabenda, tentang orang,
tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok,
terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja Dapat juga membandingkan
kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau
negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.™
Maka, kaitan dengan penelitian ini ialah menemukan persamaan dan
perbedaan konsep tabanni dan istilhag, sehingga bisa tampak jelas perbedaan

yang prinsipil dari keduanya.

¥ suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka Cipta:
2006), 267



b. Deskriptif, Yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau
mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan
memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya.*®
Maka dengan metode ini, konsep tabanni dan istilhag serta akibat hukumnya
bisa digambarkan atau dideskripsikan, sehingga bisa diketahui konsep
keduanya beserta akibat hukumnya.

H. Pendlitian Terdahulu

Agar dapat lebih memahami penelitian ini, maka dirasa sangat penting
untuk memberikan pemaparan terlebih dahulu terkait dengan penelitian serupa yang
telah ada sebelumnya. Hal tersebut agar dapat mengetahui dan lebih memperjelas
kembali bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan
hasil penelitian yang lain. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan antara
lain sebaga berikut:

Inda Najah. 2003. Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya dalam
Kewarisan, antara Hukum Islam, KHI dan Hukum Perdata. (Jurusan Ahwal
Syakhshiyah, Fakultas Syariah UIN Malang). Dalam penelitian ini dijelaskan tentang
perbandingan atas tiga sistem hukum tersebut tentang prosedur pengangkatan anak
dan akibat hukumnya dalam kewarisan, bisa diketahui persamaan dan perbedaan
tentang prosedur pengangkatan anak, yaitu meliputi pegjabat yang dijadikan tempat
digjukannya permohonan, motif dan tujuan, persyaratan, kompetens relatif, inisiatif
pengangkatan, produk hukum sampai tentang saat berlakunya pengangkatan anak,
dan akibat hukumnya dalam kewarisan, yaitu hukum Islam dan KHI, anak angkat

bukan ahli waris orang tua angkatnya dan tidak terputus dengan orang tua kandung,

55 | exy J. Moleong, Metode Penditian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), 11



sedangkan stbld 1917: 129 dan SEMA No. 6/1983, anak angkat menjadi ahli waris
orang tua ngkatnya dan terputus dengan orang tua kandungnya. Penelitian di aas
lebih menyoroti kepada perbandingan antara Hukum Islam, KHI dan Hukum Perdata
dalam kewarisan saja sebagai akibat hukum dalam pengangkatan anak, sedangkan
penelitian yang akan dilakukan oleh pendliti membahas tentang akibat hukum dari
konsep dua variable yaitu Tabanni dan Istilhag dalam satu wilayah penélitian, yaitu
hukum Idlam.

Barirotul Muniroh. 2006. Motif dan Akibat Pengangkatan Anak di
Kecamatan Wajak Kabupaten Malang (Studi kasus pengangkatan anak di
Kecamatan Wajak Kabupaten Malang). (Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas
Syariah, UIN Malang). Dalam penelitian ini dijelaskan tentang motif dan akibat
pengangkatan anak di Kecamatan Wajak Kab. Malang. motif pengangkatan anak ini
disamping karena tidak punya anak yang berharap dengan adanya anak angkat dapat
memeliharanya di hari tua, adalah karena dorongan moral kemanusiaan yaitu rasa
belas kashan terhadap anak yang tidak dimaui orang tua kandungnya, selanjutnya
orang tua tidak mampu menafkahi dank arena jarak kelahiran anak terlalu dekat,
mereka kuatir tidak terurus. Akibat perwalian dalam hadhanah, orang tua angkat
menganggap seperti anak sendiri sesuai dengan hak dan kewajiban. Perwalian dalam
perkawinan sudah sesuai dengan hukum Islam, jika perempuan dinikahkan oleh wali
nasabnya, dan Kewarisan, harta diberikan atau dihibahkan semua kepada anak
angkat, namun jika ada anak yang lain maka dibagi rata. Penelitian ini memfokuskan
penelitiannya pada studi kasus di Kec. Waak Kab. Malang tentang motif

pengangkatan anak dan akibatnya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh



peneliti memfokuskan pada pendlitian normatif atau meneliti literatur-literatur
tentang pengangkatan anak dan pengakuan anak dalam hukum Islam.

Miftah Faridi. 2007. Perwalian Anak Angkat yang Tidak Diketahui Orang
Tuanya dalam Perkawinan Menurut Figh dan KHI. (Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah UIN Malang). Dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa wali nikah
yang berpindah ke tangan wali hakim disebabkan karena wali nasab tidak ada atau
tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib
atau enggan. Wali yang bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuan yang
tidak diketahui asal-usul keluarga adalah sulthan dan gadhi atau hakim, atau jika di
Indonesia adalah seorang wali hakim yang telah ditunjuk oleh Pemerintah yaitu
Menteri Agama yang diberikan hak dan kewenangan untuk menjadi wali nikah.
Dalam penelitian ini lebih kepada permasalahan perwalian anak angkat yang tidak
diketahui orang tuanya dan mengkomparasiken satu varidble (anak angkat) dalam
dua wilayah penelitian yaitu Figh dan Kompilass Hukum Islam. Perbedaan dengan
penelitian yang akan dilakukan adalah adanya dua variabel yang diperbandingkan
dalam satu wilayah (hukum Idam) dan akibat hukum yang ditimbulkan, bukan hanya
kepada perwalian
I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini mudah dipahami, maka peneliti
merasa perlu membatasi pembahasan ini sebagai berikut:

Bab Pertama : Merupakan pendahuluan, yang meliputi beberapa keterangan
yang menjelaskan tentang Latar belakang masalah sebagai penjelasan tentang
timbulnya ide dan dasar pijakan penulisan ini, Batasan Masalah, Rumusan masalah,

Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Definis Operasional Metode penelitian



yang berbentuk metode-metode pendlitian ilmiah dengan langkah-langkah tertentu
mulai dari pengumpulan data sampai menarik kesmpulan terhadap data-data yang
sudah ada, Penditian terdahulu digunakan untuk mengetahui rumah kajian dalam
pembahasan ini; dan sistematika penulisan.

Bab Kedua : Beris tentang tinjauan umum tentang konsep tabanni dalam
hukum Islam, yang meliputi: pengertian, sgaah tabanni, dasar hukum, hukum
tabanni, perkawinan dan anak angkat, hak wasiat wajibah dan anak angkat, dan
perwalian terhadap anak angkat. Dan juga konsep istilhag dalam hukum Islam yang
meliputi, pengertian, macam-macam Istilhag dan dasar hukumnya, pengakuan
terhadap al-laqjith, dan penetapan asal usul anak.

Bab Ketiga : Beris tentang analisis komparatif terhadap akibat hukum
konsep Tabanni (pengangkatan anak) dan Istilhag (pengakuan anak) dalam hukum
Islam serta persamaan dan perbedaan keduanya, sekaligus sebagai jawaban dari
rumusan masalah yang terakhir sehingga dapat diambil hikmah dan manfaatnya.

Bab Keempat : Merupakan bab terakhir atau penutup dari penyusunan

penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan ini.



BAB I
DESKRIPSI KONSEP TABANNI DAN ISTILHAQ
A. Tabanni dalam Hukum Idam
1. Pengertian Tabanni
Istilah Tabanni sebenarnya sudah menjadi tradis dikalangan mayoritas
masyarakat Arab. hd ini juga pernah dilakukan Nabi SAW terhadap Zaid bin
Haritsah. Dalam kamus a-Munawwir, istilah tabanni diambil dari kata al-Tabanni

yang berasal dari bahasaarab s - &= - W3, mempunyal arti mengambil, mengangkat

anak atau mengadopsi.’® Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, tabanni
disebut dengan “adops” yang berarti “pengangkatan anak orang lain sebaga anak
orang lain.'’

Secara terminologis, Ahmad d-Ghandlir memberikan definis tabanni

dengan:*®

Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 111.
Y Abd. Aziz Dahlan (et.d), Op. cit., Jlid 2, 27.
18 al-Ghand(r, Op. dit., 583.
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“...pengambilan anak orang lain oleh seseorang yang diketahui
nasabnya, kemudian di-nasab-kan sebagai anaknya..”
Senada dengan apa yang diungkapkan Ahmad a-Ghandlr, Muhammad
Muhyiddin Abdul Hamid dalam sebuah kitabnya memberikan definisi:*
MD\)\M&\W@\J\M\J}F.\J)&\\.AJ?,)M(J\
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“..pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang
jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepadadirinya”.

Dalam pengertian lain, tabanni adalah pengambilan anak oleh seseorang
baik laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja me-nasab-kan seorang anak
kepada dirinya, sedangkan anak tersebut mempunyai nasab yang jelas.

Muhammad Thaha Abul Ela Kalifah dalam bukunya juga mendefinisikan
al-Tabanni dengan:®

e adops (tabanni) ialah menasabkan seorang anak kepada
dirinya, baik laki-laki mapun perempuan dan bukan anak kandung.”

Pada hakikatnya, definis di atas terdapat kesamaan dalam memberikan
pengertian yaitu pengambilan anak oleh seseorang, baik laki-laki maupun perempuan
terhadap anak (bukan anak kandung) yang diketahui nasabnya, kemudian me-nasab-
kannya. Dari pengertian ini, dapat diketahui bahwa titik temu adalah pe-nasab-an
anak angkat kepada orang yang mengangkatnya.

Sedangkan Syekh Mahmid SyaltGt memberikan dua pengertian tabanni

yang berbeda, yaitu:** (1). Seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa

9 Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, al-Ahwal al-Syakhshiyah fi al-Syariah al-Islamiyah (Beirut:
Maktabah ilmiah, 2003). 387.

% Muhammad Thaha Abul Ela Khaifah, Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam (Cet. 1;
Solo: Tiga Serangkai, 2007), 649.

2 Mahmut Syaltut, al-fatawa, (t.t.: t.p., 2004), 275-276.



anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama
dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang mapun nafkah (biaya hidup), tanpa
ia memandang perbedaan. Meskipun demikian, agama Islam tidak menganggap
sebagal anak kandung, karena ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak
kandung; dan (2). Seseorang yang tidak memiliki anak kemudian menjadikan
seseorang anak orang lain sebagal anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu
bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya sebaga anak sah.

Dari dua pengertian yang diberikan oleh Mahmid Syaltdt, tabanni dalam
pengertian yang pertama lebih didasarkan pada hati nurani untuk merawat seorang
anak yang tidak mampu agar bisa diberikan pendidikan, ekonomi dan perlindungan
yang layak sehingga anak tersebut tumbuh dengan baik. Sedangkan al-Tabanni
dalam pengertian yang kedua lebih dititik beratkan kepada pe-nasab-an seorang anak
kepada orang tua angkatnya. Hal ini dilarang oleh Islam, karena dapat mengkaburkan
status seseorang atau ada unsur pemalsuan asal-usul seorang anak, sehingga status
ajnabi menjadi hilang dan berganti menjadi mahram.

Maka dalam ha ini, secara ringkas istilah tabanni mempunyai dua
pengertian yaitu: 1). Pengangkatan anak orang lain yang diketahui nasabnya oleh
seseorang dan di-nasab-kan kepadanya, dan 2). Pengangkatan anak orang lain yang
diketahui nasabnya oleh seseorang yang untuk dipelihara dan diberikan kasih sayang
seperti layaknya anak sendiri.

2. Sgarah Tabanni dalam Idam

Tabanni atau pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum

kerasulan Nabi Muhammad SAW, khususnya tabanni dalam pengertian kedua.

Tradis pengangkatan anak sebenarnya jauh sebelum Idam datang telah dikenal oleh



manusia, seperti pada bangsa Y unani, Romawi, India, Bangsa Arab sebelum Idam
(jahiliah). Imam al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa sebelum kenabian,
Rasulullah SAW pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anaknya, bahkan
beliau tidak lagi memanggilnya berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar
oleh Rasulullah menjadi nama Zaid bin Muhammad. Rasulullah juga mengumumkan
pengangkatan Zaid sebagal anak angkatnya di depan kaum Quraisy dan menyatakan
bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi.*

Ibnu Umar menceritakan dalam sebuah riwayat: “kami tidak memanggil
Zaid bin Haritsah kecuali dengan nama Zaid bin Muhammad” (HR. Abu Daud). Hal
ini terus berlanjut sampai beliau di angkat menjadi Rasul. Setelah Nabi diangkat
sebagai Rasul, maka turunlah firman Allah surah al-Ahzab (33) ayat 4-5 yang

berbunyi:
T SHAG A% KaOqBT Natih NaPE Naasva NaasSES: e $Br
NEbII & %8 & 4 g8 Kyks/lg BdgaSH CIE ®<bij 98- “¥%df qdr
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“... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebaga anak
kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu
dimulutmu sgja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia
menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat
itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil
disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka
(panggillah mereka sebagal) saudara-saudaramu seagama atau maula-
maulamu (sahabat-sahabatmu). Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa

Z Abd. Aziz Dahlan (et.d), Op. cit., 27.



yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang
disengaja oleh hatimu...”

Berdasarkan kedua ayat ini, jumhur ulama menyatakan bahwa hubungan
antara ayah/ibu angkat dan anak angkatnya tidak lebih dari hubungan kasih sayang.
Hubungan ayah/ibu angkat dan akan angkat tidak memberikan akibat hukum yang
berkaitan dengan warisan, nasab, dan tidak saling mengharamkan perkawinan.
Dengan demikian, pe-nasab-an Zaid bin Haritsah menjadi Zaid bin Muhammad
dibantah oleh ayat tersebut.®

Untuk memperkuat bantahan terhadap anggapan bahwa status anak angkat
sama dengan anak kandung, Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW
untuk menikahi Zainab binti Jahsy, seorang bekas istri dari Zaid bin Haritsah. Hal ini

tertuang dalam surah al-Ahzab ayat 37 yang berbunyi:
®-m (i7BsB# 73 bo8f W 65§ $g3»0 - #Ur 3B B a0k $9-(
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N--e Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya
(menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada
keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak
angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan
keperluannya daripada isterinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti
terjadi.”?*

Dengan demikian, ayat tersebut dapat dijadikan sebaga justifikas
kebolehan menikahi bekas istri anak angkat karena al-Tabanni tidak mempengaruhi
kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga kedua belah

pihak tidak ada larangan untk saling mengawini dan saling mewarisi.

% Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru VVan Hoeve, 2005), 84.
#1pid,



Tabanni (pengangkatan anak) di negara-negara Barat, berkembang setelah
berakhirnya Perang Dunia Il. Saat itu banyak anak-anak yang kehilangan orang tua
kandungnya karena gugur dalam medan pertempuran, disamping banyak pula anak-
anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah. Karena sistem hukum Barat (Belanda)
berlaku di Indonesia, tabanni (pengangkatan anak) di Indonesia pada awalnya
dijalankan berdasarkan Staatsblad (Lembaran Negara) Tahun 1917 No. 129, dalam
ketentuan ini tabanni tidak hanya terbatas pada anak yang jelas asal-usulnya, tetapi
juga berlaku kepada anak yang lahir dari hubungan tidak sah.”

Tata cara pengangkatan anak menurut ulama figh, adalah dengan dasar ingin
mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut bisa mandiri di
masa mendatang, dan tidak dikenal yang namanya perpindahan nasab dari ayah
kandung ke ayah angkatnya la tetap bukan mahram dari orang tua angkatnya
sehingga tidak ada larangan kawin dan saling mewarisi. Apabila pengangkatan anak
diiringi dengan perpindahan nasab anak dari ayah kandung ke ayah angkatnya, maka
konsekuensinya, antara dirinya dengan ayah angkatnya ada larangan kawin, sehingga
apabila anak tersebut ingin menikah maka yang menjadi wali nikahnya adalah anak
angkatnya.®®

Dilihat dari aspek perlindungan dan kepentingan anak, lembaga
pengangkatan anak (tabanni) memiliki konsepsi yang sama dengan pengangkatan

anak (adopsi) yang dikenal dalam hukum sekuler. Perbedaannya terletak pada aspek

% Abd. Aziz Dahlan (et.a), Op. cit., 28.
% |hid,



mempersamakan anak angkat dengan anak sendiri, menjadikan anak angkat menjadi
anak sendiri, memberikan hak waris yang sama dengan hak waris anak kandung.?’

Pengangkatan anak dalam konsep hukum adat Tionghoa yang menyisihkan
hak waris dan kedudukan orang tua kandung dan saudara kandung orang tua angkat
dalam hukum kewarisan tidak terbantahkan lagi bahwa hal demikian akan
menimbulkan bibit-bibit konflik dan permusuhan antara orang tua dan saudara
kandung orang tua angkat dengan anak angkat.

Di Indonesia yang belum memiliki undang-undang pengangkatan anak
secara khusus, telah lama mengenal |lembaga pengangkatan anak sebagai bagian dari
kukltur masyarakat sejak zaman dahulu dengan cara dan motivas yang berbeda,
sesual dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup di daerah masing-
masing. Hukum Islam menghargai hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan
prinsip-pringp hukum Islam, bahkan menempatkannya sebagai bagian dari sumber
hukum Islam al- ‘adat al-Muhakkamah.?®

3. Sumber Hukum Tabanni

1. Panggilan anak angkat dengan nasab orang tua kandung.
VBB rd e Br vhio 1 Eatd "B @4 AB@e B
Nagijh HaPE NaasG NaasShESt @e  $Br  MbgBe £8B brépae
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Z Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif 1slam, (Cet. 1; Jakarta:
Kencana, 2008), ed. 1, 26.
% |bid, 30-3L.
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Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam
rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu
sebaga ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebaga anak
kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu
sgja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan
(yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai)
nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika
kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka
sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada
dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada
dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.”

2. Mantan istri anak angkat bukan mahram ayah angkat.
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Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah
melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat
kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang
kanmu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan
menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang
lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri
keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan
dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-
isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah
menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah
itu pasti terjadi.*

3. Tabanni sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak.

# QS. Al-Ahzab (33): 4-5.
% Qs. Al-Ahzab (33): 37.
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..... dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka
seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan
Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan
(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara
mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat
kerusakan dimuka bumi.*

4. Anjuran memberi makan anak-anak yang terlantar dan anak yatim.

ClE #2eRr $WSKfr $3BG B vhbén 273 P$GIBbqBEOE

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin,
anak yatim dan orang yang ditawan.*

5. Anak angkat yang tidak jelas orang tuanya diperlakukan seperti saudara.

HagBr EH!S 1 NS Rzl Kdas/ta (HhB-6? BELT

.... dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka gpanggilah
mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.®

6. Kerabat dekat tidak boleh diabaikan lantaran ada anak angkat.

QlE iz 80« BAI @b A BEFL "1 &JeTl Ak BED&/ Qin R Sosrer

.......... orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih
berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab
Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.®

7. Islam melarang me-nasab-kan anak angkat dengan ayah angkatnya.
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Artinya: Dari Abu Dzar r.a. bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW
bersabda: “Tidak seorang pun yang mengakui (membanggakan diri) kepada

¥ QS. Al-Madah (5) : 32.
*QS. Al-Insan (76) : 8.
* QS. Al-Ahzab (33): 5.
% Qs. Al-Anfd (8): 75.



orang yang bukan bgpak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar
bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan telah kufur. Dan barangsiapa
yang telah melakukan maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum
muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api
neraka.” (HR. Bukhari Muslim)®

8. Haram membenci ayahnya sendiri
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Artinya: Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah SAW brsabda:

“Janganlah kamu membenci ayah-ayahmu, karena barangsiapa membenci
ayahnya maka ia adalah seorang yang kafir.” (HR. Muslim)®

9. Anak yang me-nasab-kan dirinya kepada laki-laki lain yang bukan ayahnya,
haram baginya surga.
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Artinya: Dari Abi Usman ia berkata: tatkala Ziad dipanggil bahwa ia telah
dijadikan anak angkat, maka aku pergi menemui Abu Bakrah, lalu aku
berkata kepadanya: Apa yang kalian lakukan ini? Bahwa aku telah
mendengar Sa ad bin Abi Wagqgash berkata: keduatelingaku telah mendengar
dari Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa mengakui (membangsakan)
seorang ayah selain ayahnya dalam Islam, sedang ia tahu bahwa itu bukan
ayahnya, maka haram baginya surga.” (HR. Muslim)*’
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Artinya: Dari Abu Usman dari Sa'ad (bin Abi Waggash) dan Abu Bakrah,
keduanya masing berkatas Aku mendengarnya dengan kedua telingaku dan
hatiku menjaganya, (bahwa) Muhammad SAW berkatas “Barangsiapa
membangsakan diri kepada bukan ayah yang sebenarnya (ayah kandung),

% Ab( Husein Muslim bin al-Hajjgj a-Qusyairi al-Naisyabiri (selanjutnya disebut Muslim), Shahih
Mudim (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz |, 57.

% Ab( Abdullah Muhammad bin Ism&Tl bin Ibrahim (selanjutnya disebut Bukhari), Al-Bukhari
(Beirut: Dar a-Fikr, 2006), Juz IV, 194.

$”Muslim, Loc. Cit.,



sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya
surga.(HR. Muslim)®

10. Memanggil dengan nama ayah kandungnya lebih adil.
e badl g WY ga gl ST, U5 G dif or ) V1 08 IS L ol
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Artinya: Dari Zaid bin Umar r.a,sesungguhnya Zaid bin Haritsah adalah

maula Rasulullah SAW dan kami memanggilnya dengan Zaid bin
Muhammad, sehingga turun ayat: panggillah mereka dengan nama ayah
(kandungnya), maka itulah yang lebih adil disisi Allah.(HR. Bukhari dan
Muslim)*
4. Hukum Tabanni dalam Hukum Idam
Para ulama figh sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui
lembaga tabanni (pengangkatan anak) yang mempunyai akibat hukum seperti yang
telah dilakukan masyarakat jahiliyah, artinya terlepasnya hukum kekerabatan antara
ayah kandung dengan anaknya dan berpindahnya ia kedalam hukum kekerabatan
orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan tabanni
dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, artinya hukum kekerabatan tetap
berada diluar lingkungan keluarga orang tua angkatnya, dan dengan sendirinya tidak
mempunyai akibat hukum apa-apa. la tetap anak angkat dan kerabat orang tua
kandungnya, berikut dengan segala konsekuensi hukumnya.
Larangan tabanni dengan cara memasukkan hukum kekerabatan ke dalam

lingkungan keluarga orang tua angkatnya dibatalkan oleh Allah dalam surah a-

Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

% Bukhari, Loc. Cit.,
® Bukharf, Op. dit., Juz 111, 179.
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“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam
rongganya dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu
sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak
kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu
sgja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan
(yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai)
nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika
kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka
sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maulamaulamu. dan tidak ada
dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada
dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini juga diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad SAW ketika ayat

tersebut turun, yang berbunyi:
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Artinya: “ Perempuan mana saja yang menasabkan (anaknya) kepada orang
(kaum) yang bukan nasabnya, maka Allah akan mengabaikannya dan sekali-
kali tidak akan dimasukkan ke dalam surga, dan laki-laki mana pun yang
mengingkari anaknya, sedang dia mengetahuinya, maka Allah menghalangi
baginya (surga) dihari kiamat dan kejelekannya ditampakkan di atas kepala
orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir.”(HR. Abu Daud,
an-Nasa' i, al-Hakim, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)*

4 Abl Daud Sulaiman bin a-Asy' ats d-Sijistani, Sunan Abl Daud (Beirut: Dar d-Fikr, 2003), Juz II,

258.



Para ulama figh juga menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktik
tabanni yang memilki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikena oleh
hukum Barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah; yaitu pengangkatan
anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat memilki hak
waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak
terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui tabanni dalam pengertian
beralihnya kewajiban untuk memberi nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dan
lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara anak
angkat dan orang tua angkat adalah hubungan anak asuh dan orang tua asuh yang
diperluas dan sama sekali tidak menimbulkan hubungan nasab. Akibat yuridis dari
tabanni dalam hukum Islam hanyalah tercipta hubungan kash sayang dan hubungan
tanggung jawab sebaga sesama manusia berdasarkan firman Allah dalam surah al-
Insan ayat 8 yang artinya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya
kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.” Allah juga
memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi janda Zaid bin Haritsah anak
angkat sebagal justifikas tidak adanya hubungan nasab dan tidak adanya mawani ‘
al-nikah antara anak angkat dan orang tua angkatnya.**

Asmu’i mengutip pendapatnya Allusy dari tafsirnya Ruh al-Ma‘ani yang
menyatakan bahwa secara tekstual ayat yang menyatakan keharaman memanggil
anak kepada yang bukan anaknya dan bapak kepada yang bukan bapaknya adalah
dalam konteks masa Jahiliyyah, yaitu adanya kesengajaan memanggil bapak kepada

selain bapaknya. Adapun jika tidak dengan maksud demikian seperti untuk maksud

“ syamsu Alam dan M. Fauzan, Op. cit., 45.



kasih sayang, seperti orang mengatakan : “Hai anakku!”, seperti yang biasa terjadi
tidak termasuk yang dilarang (diharamkan) Pendapat tersebut juga senada dengan
pendapat Ibnu Katsir.*

5. Perkawinan dan Anak Angkat

Perkawinan disebut juga dengan “pernikahan”, yang berasal dari kata nikah
(z'S) yang menurut bahasa artinga mengumpulkan, saling memasukkan, dan
digunakan untuk arti saling bersetubuh (wathi’). Menurut Wahbah Zuhaili,* kata
“nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coistus), juga arti akad
nikah.

Menurut istilah hukum Islam, pengertian perkawinan adalah suatu akad
yang ditetatpkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan
perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan |aki-laki.**
Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan
perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan
hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk
pelaksanaan agama, maka di daamnya terkandung adanya tujuan/maksud
mengharapkan keridhaan Allah.

Isdam mensyariatkan perkawinan adalah untuk menentukan keturunan
menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang memilki status
yang jelas. Artinya anak anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan
tetapi, kalau anak itu lahir di luar pekawinan yang sah, maka status anak tersebut

menjadi tidak jelas hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai ayah.

“ Asmu‘i Syarkowi, Lembaga Pengangkatan Anak dalam Kewenangan Pengadilan Agama
www. badil ag.net, diakses tanggal 17 Juni 2010.

4 \Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-1slamiy wa Adillatuhu (Suriah: Dar a-Fikr, 2006), Juz VI, 29.
“1bid,


http://www.badilag.net,

Perkawinan dan nasab merupakan hal yang tidak terpisahkan, karena
nantinya akan mempunyai akibat hukum, baik dalam perkawinan itu sendiri atau
bidang keperdataan lainnya. Wahbah Zuhaili juga mengungkapkan bahwa
perkawinan menyebabkan hubungan nasab antara nasab anak dengan bapaknya, baik
perkainan sah, perkawinan fasid, atau wathi ’ syubhat.*

Hubungan nasab dengan dasar perkawinan yang sah menyebabkan hubungan
nasab dengan ayahnya berdasarkan hadis: “anak itu bagi siapa yang menggauli
ibunya (dalam nikah yang sah)”.(HR a-Jamaah kecuali at-Tirmidzi). Untuk itu,
harus memenuhi syarat sebagai berikut:*°

Adanya kemungkinan sang suami bisa memberikan keturunan istrinya —
pada umumnya-, artinya laki-laki sudah mencapa umur baligh, atau
mendekati masa baligh (dewasa) menurut ulama hanafiah yaitu 12 tahun
dan ulama hanabilah yaitu 10 tahun, atau laki-laki yang tidak mempunyai
kelamin kecuali bisa diobati.

Menurut ulama Hanafiah, anak itu lahir setelah enam bulan terhitung
mulai waktu perkawinan, sedang jumhur ulama mengatakan enam bulan
semenjak adanya kemungkinan persetubuhan setel ah perkawinan. Apabila
anak tersebut lahir kurang dari masa kehamilan (enam bulan), maka tidak
mempunyai pertalian nasab dengan ayahnya.

Adanya kemungkinan pertemuan antara suami-istri setelah perkawinan.
Dalam mengartikan kemungkinan bertemu, para ulama berselish

pendapat, gpakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan.

* |bid,. 7247.
% |bid., 7256-7258.



Menurut Hanafiyah, pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika
bisa terjadi. Oleh sebab itu, apabila wanita tersebut hamil selama enam
bulan sejak ia diperkirakan bertemu bertemu dengan suaminya, maka
anak yang lahir itu dinasabkan kepada suaminya. Namun jumhur ulama
berbeda pendapat, mereka berpendepat bahwa kehamilan bisa terjadi
apabila pasangan suami istri tersebut dapat bertemu secara aktual serta
pertemuan iru memungkinkan adanya hubungan senggama.

Penetapan nasab seorang anak juga disebabkan adanya perkawinan fasid.
Dalam penetepannya, sama dengan penetapan anak berdasarkan perkawinan sah.
Akan tetapi, ulama figh mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak
dalam pernikahan fasid, yaitu: 1). Laki-laki tersebut dapat menjadikan istrinya hamil,
dalam arti sudah mencapai usia baligh (Maikiyyah dan Syafi’iyyah) atau mendekati
masa baligh (Hanafiyyah dan Hanabilah) dan tidak mempunyai penyakit yang dapat
menyebabkan istrinya tidak bisa hamil; 2). Benar-benar sudah melakukan hubungan
suami-istri. Apabila tidak pernah terjadi hubungan suami-istri antar keduanya, maka
tidak ada pertalian nasab; dan 3). Anak dilahirkan setelah enam bulan atau lebih
semenjak adanya hubungan suami-istri (menurut Hanafiyah) dan setelah akad nikah
fasid (menurut jumhur ulama).*’

Selanjutnya, pertalian nasab bisa terjadi karena wathi’ syubhat yaitu
persetubuhan yang terjadi bukan karena adanya perkawinan baik sah atau fasid dan
bukan pula karena zina, tetapi dikarenakan sebuah kesalahan, seperti salah kamar dan
menyangka bahwa yang di dalamnya adalah suami atau istrinya. Apabila wanita

tersebut melahirkan setelah enam bulan atau lebih terhitung sgak adanya

4 Ibid., 7261-7262.



persetubuhan, maka anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang
menyetubuhi ibunya, apabila lebih dari masa maksima kehamilan, maka anak itu
tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menyetubuhinya
Dalam perkawinan, terdapat larangan yang menyebabkan seorang laki-laki
tidak boleh menikahi seorang perempuan. Perempuan yang dilarang dinikahi yaitu:*®
a Yang haram dinikahi karena nasab (al-garabah). Diantaranya: ibu,
nenek secara mutlak dan semua jalur ke atas, anak perempuan dan anak
perempuannya beserta jalur ke bawahnya, anak perempuan dari anak
laki-laki dan anak permpuannya beserta jalur ke bawahnya, saudara
perempuan secara mutlak, anak-anak perempuannya dan anak-anak
perempuannya anak laki-laki dari saudara perempuan tersebut beserta
jaur ke bawahnya, ‘amah (bibi dari jalur ayah) secara mutlak beserta
jalur ke atasnya, Khalah (bibi dari jalur ibu) secara mutlak beserta jaur
ke atasnya, anak perempuannya saudara laki-laki secara mutlak, anak
perempuannya anak laki-laki, anak perempuannya anak perempuan
beserta jalu ke bawahnya. Perempuan-perempuan tersebut haram
dinikahi berdasarkan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 23,

yang berbunyi:
N8¢»zr §3epAar NS Eqzir K3®Y/r K36 gBE NS sa BN
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“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang
perempuan; saudarasaudaramu yang perempuan, saudara-saudara
bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan;

“8 Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim, diterjemahkan Fadhli Bahri, Ensiklopedi Muslim (Cet.
I; Jakarta: Darul Falah, 2000), 594-596.



anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan......"

b. Yang haram karena pernikahan (al-mushaharah). Di antaranya istri ayah
dan istri kakek beserta jalur ke atasnya, anak tiri, dengan syarat kalau
telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut,
menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah, dan ibu
tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini disyaratkan harus adanya hubungan
seksual antaraibu dengan ayah. Surah an-Nisa' ayat 23:
OEB B3l i ~B N2 fqFan i OB EEGS /v §ai$ ;i1 MgBE
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“...(Diharamkan) ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika

kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan),
Maka tidak berdosa kamu mengawininya.”

c. Yang haram dinikahi karena susuan (al-rada‘ah). Yaitu, ibu-ibu yang
diharamkan dinikahi karena sebab nasab, anak-anak perempuan, saudara
perempuan, para ‘amah (para bibi dari jdur ayah), para khalah (para
bibi dari jalur ibu), anak perempuannya saudara laki-laki dan anak
perempuannya saudara perempuan.*® Firman Allah SWT juga dalam
surat an-Nisa' ayat 23, yang berbunyi:

P& ESSFEB NS 8qzir HaVeE 6 OEEBNIS boBi

....... (Diharamkan) ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara
perempuan sepersusuan.”

* Saudara laki-laki dari anak susuan dan saudara-saudara perempuannyatidak haram menikah dengan
orang-orang yang diharamkan menikah dengan anak susuan, karena tidak menyusu seperti dirinya.
Istri anak susuan haram dinikahi karena sama persis denagn istri anak kandung.



Sebab-sebab di atas menyebabkan status seorang perempuan adanya
hubungan mahram, sehingga mereka menjadi mawani * al-nikah. Selain perempuan-
perempuan yang disebutkan dalam surat an-Nisa tersebut, hukumnya boleh dinikahi
dan tidak ada larangan karena statusnya ajnabi dalam sebuah keluarga.

Selain itu, hukum perkawinan pada dasarnya merupakan bagian yang urgen
dalam lapangan hukum keluarga. Pasalnya, selain karena hukum ini mengatur
hubungan hukum antara dua orang (individu) yang berlainan jenis kelamin menjadi
sah melakukan pergaulan hidup yang menyatu, juga terutama dari hukum
perkawinan inilah akan lahir sub-subhukum kekeluargaan yang lain seperti perwalian
dan hukum kewarisan.

6. Wasiat Wajibah dan Anak Angkat

Kata wasiat diambil dari kata - —~ s -&—e3 yang berarti menyanpaikan

kepada atau berwasiat. Secara terminologis, wasiat adalah pemberian seseorang
kepada orang lain, baik berupa barang, piutang mapun manfaat untuk dimiliki oleh
orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat wafat. Sebagian ahli figih
mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak kepemilikan secara sukarela yang
dilakukan setelah iawafat.”

Adapun dasar hukum disyariatkannya wasiat adalah kitabullah, sunnah, dan
ijma ulama. Ayat-ayat yang menjelaskan dasar hukum wasiat adalah firman Allah

yang berbunyi:

* sayid Sabig, Figh Sunnah, diterjemahkan Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), Juz.
4, 467.
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“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-
tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-

bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-
orang yang bertakwa.” (al-Bagarah: 180)

pEes i RIGIEB BN DM 6] HBI dhok— {qZBHA CiEBSEHT
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“Hal orang-orang yang beriman, gpabila salah seorang kamu menghadapi
kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu)
disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang
berlainan agama dengan kamu....” (al-Maidah: 106)
Sebagaimana juga dalam Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari
dan Muslim yang menjelaskan tentang wasiat ini adalah:
dd o5 s A 6 5 U sy e b s (D1 JB T JB o 1 e
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“Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a bahwa
Rasulullah SAW bersabda: Hak bagi seorang mudim yang mempunyai
sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam
tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya.” >
Hadis ini menjelaskan bahwa wasiat yang tertulis dan selau berada di sisi
orang yang berwasiat merupakan suatu bentuk kehati-hatian, sebab kemungkinan
orang yang berwasiat wafat secara mendadak.
Keberadaan wasiat dalam sistem hukum keluarga Islam, terutama
dihubungkan dengan hukum kewarisan tentu memiliki kedudukan yang sangat

penting. Urgensi wasiat semakin terasa keberadaannya dalam rangka mengawal dan

menjamin kesegjahteraan keluarga atau bahkan masyarakat. Dengan hukum waris,

*L Bukharf, Op. cit., Juz Il, 149.



ahli waris —terutama dzawil furGdl- terlindungi bagian warisnya, sementara dengan
wasiat, ahli waris di luar dzawil furtdl, khususnya dzawil arhdm dan bahkan di luar
itu sangat dimungkinkan mendapatkan bagian dari harta s mayit.

Kecuali itu, melalui wasiat, hak pribadi (perdata) seseorang untuk
menyalurkan sebagian hartanya kepada orang (pihak) lain yang dia inginkan, tidak
menjadi terhalang meskipun berbarengan dengan itu dia harus merelakan bagian
harta yang lainnya untuk diberikan kepada ahli waris yang telah ditentukan Allah
SWT. Sehubungan dengan arti penting dari kedudukan wasiat dalam hukum keluarga
Islam di tengah-tengah keluarga muslim, ini mudah dimengerti jika beberapa Negara
Isam yang memasukkan diktum “wasiat wajibah” dalam undang-undang
kewarisannya, salah satunya Republik Arab Mesir dengan Undang-Undang No. 71
tahun 1946,

Wasiat wajibah™ adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli
waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang
wafat, karena adanya suatu halangan syara’. Misalnya, berwasiat kepada ibu atau
ayah yang beragama non-lslam, karena perbedaan agama menjadi penghalang bagi
seseorang untuk menerima warisan; atau cucu yang tidak mendapatkan harta warisan
disebabkan terhalang oleh keberadaan paman mereka, anak angkat yang tidak

termasuk ahli waris tetapi jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si mayit.>

%2 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Isam (Jakarta: PT RgjaGrafindo
Persada, 2005), 133.

® Konsep “wasiat wajibah” diinspirasikan dari pendapat |bn Hazm, yang dalam pendapatnya
mengatakan bahwa penguasa wajib mengeluarkan sebagian dari peninggalan seseorang yang
meninggal dunia sebagai wasiat darinya meskipun ia tidak berwasiat sebelumnya, dilandasi dengan
suatu pemikiran bahwa penguasa punya kewgjiban untuk menjamin hak-hak rakyatnya yang belum
terlaksanakan. Kiranyatidak keliru bila ada yang menyebut bahwa Ibnu Hazm dianggap sebagai tokoh
yang mel ahirkan konsep wasiat wajibah.

> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Op. cit., 79.



Teoritis hukum Islam (klasik dan kontemporer) -termasuk Ibn Hazm yang
mengatakan wajib - berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat wajib.
Jumhur ulama berbendapat bahwa sifatnya hanya dianjurkan, bukan wajib, dengan
tujuan untuk membantu meringankan orang yang bersangkutan dalam meringankan
kesulitan hidup.

Wasiat wajibah dibatas sepertiga harta dengan syarat bagian tersebut sama
dengan yang seharusnya diterima oleh ashabul fur(dl secara kewarisan seandainyaia
masih hidup. Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan penafsiran terhadap kata “al-
khair” yang terdapat dalam ayat wasiat surah al-Bagarah ayat 180. Juga, ketentuan
sepertiga ini didukung dengan hadis Nabi SAW yang yang diriwayatkan Bukhari,

yang berbunyi:
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“Dari Saad bin Abi Waggash r.a, dia berkata: aku bertanya kepada
Rasulullah SAW, katanya: “Ya Rasulullah ! Aku (termasuk) orang yang
berhartakekayaan, dan tidak ada orang yang akan mewaris hartaku ini
selain anak perempuanku satu-satunya. Adakah boleh aku sedekahkan 2/3
dari hartaku itu?’ Rasul menjawab: “tidak (jangan) !”, aku bertanya lagi:
“ataukah aku sedekahkan separuhnya?’ Rasul menjawab: “Jangan ! “aku
bertanya lagi: “adakah aku sedekahkan sepertiganya? Rasul menjawab:
“sepertiga (saj@), dan sepertiga itu sudah cukup banyak. Sungguh jika
engkau tinggalkan ahli warismu itu dalam keadaan kaya, jauh lebih baik
daripada engkau tingga kan ahli warismu itu dalam keadaan fakir yang akan
menja%\ig beban orang lain (apaagi sampah masyarakat)’. (HR. Muttafaq
Alaih)

% Bukharf, Op. cit., 150.



Asas pembatasan maksima dalam wasiat yang ditetapkan hukum Islam
bermaksud untuk melindungi ahli waris dari kemungkinan tidak memperoleh harta
warisan karena diwasiatkan si mati kepada orang lain. Batas maksimal wasiat yang
dimaksudkan adalah 1/3 dari harta yang ditinggal kan.

7. Perwalian terhadap Anak Angkat

Istilah perwalian berasal dari bahasa arab waliya, wilayah atau walayah.
Kata wildyah atau Walélyah56 mempunyai makna etimologis lebih dari satu, di
antaranya adalah pertolongan (an-nusrah), cinta, kekuasaan atau kemampuan (as-
sulthan),>  atau juga bermakna kekuasaan seseorang terhadap pekerjaan.®®
Berdasarkan pengertian etimologis tersebut, maka perwalian dapat dipahami sebagai
sebuah kekuasan seseorang atas dasar cinta kasih untuk memberikan pertolongan
atas ketidakmampuan seseorang.

Sedangkan dalam istilah fugaha, ialah kekuasaan/otoritas yang syar ‘iyyah
yang dimilki oleh seseorang untuk melakukan sebuah tindakan terhadap urusan
orang lain tanpa harus terikat pada izin orang lain.>® Maka, perwalian ini diberikan
oleh seseorang kepada orang lain untuk bertindak atasnya dalam mengurusi urusan-
urusannya karena masih belum mampu melakukannya.

Perwalian terbagi dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (al-
walayah ‘ala al-nafsi), perwalian terhadap harta (al-waldyah ‘ala al-mal), serta
perwalian terhadap jiwa dan harta (al-walayah ‘ala al-nafsi wa al-mal ma‘an).®

Perwalian yang tergolong kedalam al-waléayah ‘ala al-nafs, yaitu perwalian dalam

% Al-walayah dengan harkat fathah merupakan pecahan dari masdar, sedang al-wil ayah dengan harkat
kasrah merupakan pecahan isim.
5" Maktabah Syamilah, Lisan al- Arab, Juz 15, 405.
22 Muhmmad Amin a-Ghazdi, Huglq al-Awlad (t.t.: tp.: 1998), 138.
Ibid,
& Muhammad Amin Summa, Op. cit, 135.



nikah dan perwalian yang berhubungan dengan pengawasan dan pemeliharaan serta
pendidikan terhadap anak (keluarga). Perwalian dalam bentuk ini disebut juga
dengan hadlanah dan kafalah.®*

Pada dasarnya perwalian dalam golongan pertamaini berada di tangan ayah,
atau kakek dan para wali lainnya, yaitu ashabah laki-laki dari orang-orang yang
menerima warisan dan harus mahram dengan anak perempuan tersebut. Jika tidak
ada ashabah yang mahram dengan perempuan itu, maka gadli yang memberikan
putusan demi maslahahnya anak tersebut.

Dalam perkawinan, perwalian seorang budak berada di tangan tuannya.
Perwalian dalam wala’, dalam pemerdekaan yaitu berada di tangan orang yang
memerdekakan, sedangkan untuk maula al-muwalah berada di tangan orang orang
yang melakukan perjanjian dengannya. Penguasa juga dapat menjadi wali dari
seorang budak, orang dimerdekakan, dan juga orang yang tidak ada walinya.

Perwalian atas harta (al-walayah ‘ala al-mal) adalah perwalian yang
berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan,
pemeliharan (pengawasan) dan pembelanjaan.®” Menurut ulama Hanafi perwalian
atas harta ini berada di tangan ayah, kemudian orang yang mendapatkan wasiét,
kemudian kakek. Perwalian ayah dan kakek adalah perwalian yang tetap karena
keduanya tidak membutuhkan penetapan dari pengadilan. Sedangkan perwalian yang
berada di tangan orang yang diberikan wasiat merupakan perwalian ikhtiyariyah
yang membutuhkan pada penetapan pengadilan. Menurut ulama Syafi’i perwalian

atas harta berada di tangan ayah kemudian kakeknya, berbeda dengan ulama Maliki

& Ahmad Farrg Husein, Ahkam al-Usrat fi al-Isdam (t.t.: t.p., 1998), 268.
& Amin Summa, Op. cit., 136.



dan Hanbali yang menyatakan perwalian berada di tangan ayah kemudian orang yang
mendapatkan wasiat.®® Sedangkan perwalian jiwa dan harta (al-walayah ‘ala al-nafsi

wa al-mal) hanya berada di tangan ayah dan kakek.

B. Igtilhag dalam Hukum Ilam
1. Pengertian Istilhaq
Dalam literatur figh klaskk memang tidak ditemukan istilah “al-Istilhaq”,
namun dikenal dengan istilah “igrar bi al-nasab”, istilah al-Istilhdg memang kurang
populer. Pada prinsipnya, “al-Istilhaq” dan “igrar bi al-nasab” ini sama dalam arti
dan makna, hanya sgja istilah ini dimunculkan sebagal sebuah khazanah keilmuan
yang nantinya bisa digunakan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya

Istilhaq berasal dari bahasa arab g\ yang berarti aws §) 4wy sest (mengaku

dan menasabkan kepada dirinya).** Begitu juga dalam kamus lainnya, disebut dengan

—=)1 gt yang berkonotasi dengan s (mengakui sesuatu).®® Dalam istilah lain,
istilhag berarti sebagai berikut:
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“Istilhaq dalam bahasa -masdar g~:—u- yang berarti mengakui, sedangkan
menurut istilah disebut denganigrar bi al-nasab. Kata ' digunakan

oleh ulama Malikiyah, Syafi‘iyah, dan Hanabilah. Adapun Ulama
Hanafiyah, hanya sebagian kecil menggunakan kata tersebut dalam
masalah igrar bi al-nasab.”®®

 Muhmmad Amin a-Ghazai, Op. cit., 146.

& Munawwir, Op. cit., 1259.

& Maktabah Syamilah, al-Qamis al-Fighiy, Juz 1, 329, lihat juga di Maktabah Syamilah, al-Mu’jam
al-Wasith, Juz 2, 553.

%M aktabah Syamilah, al-Msi “ah al-Fighiyat al-Kuwaitiyah. Juz 5, 90.
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“Istilhag dalam bahasa -bentukan masdar dari s~k—s— yang berarti

menghubungkannya dan mengakuinya, juga berarti meminta terhubungnya
sesuatu. Sedangkan dalam istilah berarti pengakuan seorang laki-laki,,
bahwasanya ia adalah ayah dari anak ini. Hubungan lihaq dan istilhaq
yaitu umum dan khusus. Lihaq bisa masuk dalam nasab dan yang lainnya,
sedangkan istilhaq hanya dalam masalah nasab.”®’
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“(istilhag) berarti menghubungkannya seorang ga’if antara anak dengan
bapaknya, mengabarkan bahwa ia adalah anaknya karena ada kemiripan
yang jelas antara keduanya..... dalam kamus berarti mengakuinya. Istilhag
hanya khusus bagi seorang ayah, disebut juga dengan igrar bi al-nasab
oleh ulama Hanafiyah. Istilhaq tidak bisa terjadi kecuali terhadap orang
yang tidak jelas nasabnya. Jadi, istilhag hanya khusus kepada orang yang

tidak jelas nasabnya, sedangkan tabanni bisa terjadi terhadap orang yang
tidak jelas nasabnya dan orang yang diketahui nasabnya...............

Maka penggunaan kata al-lstilhaqg, digunakan oleh ulama madzhab Maliki,
Sydfi’i dan Hanbali, sedang ulama Hanafi hanya sebagian kecil menggunakan kata
tersebut dalam igrar bi al-nasab. Secara umum, Al-Istilhag berarti pengakuan
seorang laki-laki bahwa orang ini adalah anaknya. Istilhag hanya boleh dilakukan

kepada orang yang tidak jelas nasabnya.

| bid., Juz 37, 205.
% Ihid., Juz 11, 114.



Maka, istilhag adalah pengakuan anak/nasab seseorang terhadap anak yang
tidak jelas nasabnya. Istilah “al-1stilhaq” sengaja dimunculkan dengan alasan-alasan
di atas karena mempunyai kesamaan makna dan untuk menampakkan perbedaan
yang cukup prinsipil dengan al-Tabanni , yaitu dalam penghubungan/peng-istilhag-
an status nasab anak kepada seseorang.®®

Abdul Manan memberikan pengertian “istilhag” adalah pengakuan seorang
mukallaf bahwa ia adalah ayah dari seorang anak yang tidak diketahui nasabnya ™
Dalam pengakuan ini, menurut Abdullah Ali Husein yang dikutip Abdul Manan,
bahwa tidak setiap mukallaf dapat mengakui seorang anaknya yang sah, melainkan
harus berpegang kepada asas, yaitu (1) adanya status yang baik dari anak tanpa ayah;
(2) tidak ada ketunggalan hukum dalam masalah nasab; (3) pengakuan itu diharapkan
dapat melindungi bagi yang lemah: (4) adanya larangan mengingkari kembali
pengakuan yang telah diberikan.”* Dengan asas hukum Islam ini telah memberikan
patokan terhadap masalah anak sah dalam kehidupan seseorang, sehingga tidak
terjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupan seseorang.

Disyariatkannya Istilhag berdasarkan pengakuan yang dilakukan Abdu bin
Zam* ah terhadap saudaranya.”® Dalam hadis Rasul SAW disebutkan:
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® Untuk selanjutnya akan disebut” istilhag’, tanpa berniat menghilangkan istilah igrar bi al-nasab

dengan tujuan agar mudah dipahami dan adanya kesesuaian.

;(1’ Abdul Manan, Aneka Masal ah Hukum Perdata Islamdi Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008), 90.
Ibid,

2+ Athiyyah Shagr, Tarbiyat al-Aulad fi al-1sam (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), Juz 4, %4.
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Artinya: “Saad bin Abi Wagash dan Abdu bin Zam'ah pernah berselisih

dalam perkara seorang anak kecil. Saad berkata, “Ya Rasulluah! Anak ini

putra sudaraku Utbah bin Abi Wagash, ia telah mengatakan kepadaku, bahwa

anak ini adalah anaknya. Cobalah engkau perhatikan wajahnya.” Ketika

dilihat oleh Rasulullah, ternya wajah anak itu mirip benar dengan Utbah.

“Lau Nabi SAW bersabda, “anak itu anak engkau ya Abdu bin Zam’ ah, anak

zina itu ialah untuk ibunya, dan hak bagi laki yang berzina itu dilempar batu
(rgam).” (HR. Bukhari Muslim)”®

Terdapat juga dasar hukum yang berasal dari pemahaman tersirat (mafhim

mukhalafah) dari hadis Nabi yang menjelaskan tentang dilarangnya seseorang

mengingkari anak-anaknya, yang berbunyi:
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Artinya: “........ dan laki-laki mana pun yang mengingkari anaknya, sedang dia
mengetahuinya, maka Allah menghalangi baginya (surga) dihari kiamat dan
kejelekannya ditampakkan di atas kepala orang-orang yang pertama dan
orang-orang yang terakhir.”(HR. Abu Daud, an-Nasa'i, al-Hakim, Ibnu Majah
dan Ibnu Hibban)

Menurut konsep hukum Idlam, pengakuan anak atau istilhaq ada dua
macam, yaitu pengakuan anak untuk diri sendiri (istilhag langsung) dan pengakuan
untuk orang lain (istilhag tidak langsung: pihak ketiga).

2. Macam-macam I stilhaq

Istilhag (pengakuan nasab) dalam literatur figh terbagi kedalam pengakuan

langsung dan tidak langsung, sebagai berikut:

a) Istilhag Langsung

" Bukharf, Op. cit., Juz IV, 194.



Pengakuan langsung adalah pengakuan yang dilakukan oleh seseorang
dengan latar adanya hubungan bunuwwah, ubuwwah, dan umiimah™ pada dirinya
sendiri, seperti pengakuan seseorang yang mengatakan: anak ini, anakku; laki-laki
ini, ayahku; dan perempuan, ini ibuku. Pengakuan ini akan mengakibatkan hubungan
kekerabatan atau pertalian nasab antara orang yang mengaku dan yang diaku. Semua
ulama sepakat bahwa pengakuan anak tidak membutuhkan adanya pembuktian
kecuai Imam Malik.

Adanya pengakuan oleh seseorang akan menyebabkan adanya kewajiban
antara orang tua dan anak, seperti kewarisan, nafkah dan lainnya. Namun, harus ada
syarat yang harus dipenuhi jika pengakuan tersebut ingin dianggap sah. Pertama:
anak yang diaku harus majhdl al-nasab. Anak tersebut tidak diketahui nasab (ayah)
yang jelas, karena apabila anak tersebut mempunya hubungan nasab dengan orang
lain, maka nasab-nya tidak bisa berpindah kepada orang lain. Dalam kalangan
Hanafiah, terdapat perbedaan tentang majhdl al-nasab. Sebagian berpendapat bahwa
yang dimaksud majhdl al-nasab adalah anak yang tidak diketahui bapaknya
(nasabnya) ditempat dia dilahirkan. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa
majhdl al-nasab adalah anak yang diketahui bapaknya (nasabnya) ditempat dimana
ia ditemukan.

Kedua: pengakuan anak ini harus wajar, logis tidak bertentangan dengan
akal sehat. Seperti perbedaan umurnya wajar, tidak lebih tua yang diaku, atau bahkan
sama sehingga ada kemungkinan anak tersebut bukan anaknya; Ketiga: pengakuan

itu harus dibenarkan oleh anak yang diaku apabila dia mumayyiz. Namun, bila belum

" Bunuwwah berarti pengakuan anak, ubuwwah berarti pengakuan ayah, dan um0mah berarti
pengakuan ibu.



mumayyiz, maka tidak perlu adanya pembenaran dari anak tersebut karena anak
tersebut belum cakap untuk membenarkan sebuah pengakuan. Pengakuan anak yang
mumayyiz tidak harus dilakukan di depan pengadilan tapi kapan pun selagi masih
hidup; Keempat: pengakuan anak dilakukan ketika anak tersebut masih hidup.
Apabila pengakuan tersebut dilakukan ketika anak tersebut sudah mati, maka
pengakuan itu tidak sah, kecuali anak-anak yang menasabkan dirinya kepada
seseorang yang sudah meninggal, maka sah pengakuan tersebut karena di dalamnya
terdapat maslahah bagi anak-anak itu, yaitu perlunya ketetapan nasab yang akan
menjaga dan menjadikan mereka lebih terhormat. dan; Kelima: anak yang diaku
bukan jelasjelas anak zina, karena perzinaan tidak akan menyebabkan adanya
hubungan nasab.”™

Abdullah Ali Husein menambahkan, bahwa syarat untuk melaksanakan
pengakuan seorang anak bagi dirinya sendiri, yaitu (1) orang yang mengakui anak
haruslah seorang pria, sebab tidak ada alat bukti lain menurut hukum Idam untuk
membuktikan adanya hubungan ke-bapa-an, sedangkan bagi wanita pembuktian
dapat dileksanakan dengan menyatakan ia mengandung dan melahirkan anak
tersebut; (2) orang yang mengakui harusiah orang mukallaf, sedangkan pengakuan
orang gila, orang yang dipaksakan, dan orang yang belum cukup umur tidak dapat
diterima.”

Namun, pengakuan anak oleh seorang wanita dengan dasar umimah_harus
dilihat apakah dia sudah menikah atau dalam keadaan iddah. Pengakuannya itu harus

dibenarkan oleh suaminya. Apabila pengakuan sang istri atau perempuan yang sudah

™ d-Ghazali, Op. dit., 44-47.
6 Abdul Manan, Op. cit., 91.



ditalak tersebut dibenarkan oleh suaminya atau bekas suaminya, maka anak tersebut
mempunyai hubungan nasab dengan suaminya.”’

Ulamafigh berbeda pendapat apakah anak yang diakui itu disyaratkan harus
hidup sehingga pengakuan nasab dianggap sah. Ulama madzhab Handfi
mensyaratkan anak yang diaku sebaga nasab orang yang mengaku itu masih hidup.
Apabila anak yang diakui telah wafat, pengakuan itu tidak sah dan anak itu tidak bisa
dinasabkan kepada orang yang membuat pengakuan. Namun, ulama madzhab Maliki
tidak mensyaratkan bahwa anak yang diakui nasabnya harus hidup. Menurut mereka
sekaipun anak yang diakui itu telah wafat dan pengekuan yang diberikan itu
memenuhi  Syarat-syarat, maka anak itu bisa dinasabkan kepada orang yang
mengakui. Ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa disamping
memenuhi Syarat-syarat di atas diperlukan syarat lain, yaitu pengakuan itu juga
datang dari seluruh ahli waris orang yang mengaku dan orang yang mengaku telah
wafat.”®

Pengakuan anak dapat dilakukan dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan
lembaga resmi dengan akta autentik atau surat biasa Pengakuan anak tersebut
merupakan tindak sepihak, kecuali apabila orang yang diakui itu sudah dewasa dan
menyangkalnya, dalam hal yang terakhir ini diperlukan campur tangan pengadilan.

b) Istilhag tidak langsung

Pengakuan oleh seseorang dengan berdasar atas adanya hubungan ke-

saudara-an (ukhuwwah), ke-paman-an (‘umimah), atau mengaku cucu dari orang

tersebut. Dalam pengakuan ini membutuhkan bukti atau pembenaran dari orang yang

" Muhyiddin, Op. cit., 377.
8 Ensiklopedi 1slam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 1307.



diaku jika masih hidup. Tapi apabila sudah meninggal, maka pembenaran tersebut
dari dua ahli warisnya.” Pengakuan ini sering disebut pengakuan tidak langsung,
karena pengakuan sebenarnya masih melibatkan pihak ketiga
Menurut Ahmad Husni, syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan
anak secara tidak langsung adalah secara umum sama dengan syarat-syarat yang
diperlukan dalam pengakuan untuk diri sendiri, hanya ditambah dua poin lagi, yaitu
(1) orang yang dihubungkan nasab kepadanya membenarkan bahwa ia betul
mempunyai hubungan nasab dengan seseorang yang dihubungkan nasab kepadanya,
(2) ada saksi-saks yang membenarkan pengakuan dari orang yang dihubungkan
nasab kepadanya dan saksi-saksi ini diperlukan jika orang lain yang dihubungkan
dengan nasab kepadanya tidak membenarkan pengakuan tersebut.®
Apabila syarat-syarat pengakuan anak baik untuk diri sendiri maupun untuk

kepentingan orang lain sudah terpenuhi, maka sahlah pengakuan tersebut secara
hukum. Dalam pengakuan ini, ada beberapa konsekuensi yang timbulkannya sebagai
berikut; %

Apabila yang mengaku kaya, dan yang diaku miskin, maka tanggung

jawab memberi nafkah adalah orang yang mengakuinya, tapi dengan

syarat apabila keluarganya (ayahnya) tidak mengakuinya.

Apabila orang yang mengaku meninggal dan tidak meninggakan ahli

waris, maka orang tersebut berhak atas semua harta yang

ditinggalkannya. Jika meninggalkan seorang istri, istri mengambil

™ al-Ghazali, Op. dit., 48.

% Ahmad Husni, Ahkdm Syar ‘iyah fi Ahwal al-Syakhshiyah ‘Ala Mazhahibi Imam Ab( Hanifah
(Kairo: Darul Qutub, 1960), 56.

& Muhyiddin , Op. cit., 388-389.



bagiannya dalam waris dan sisanya diserahkan kepada orang yang
diaku.
Apabila ayah yang mengaku meninggal dan meningglkan anak, maka
hartanya dibagi berdasarkan bagiannya dan yang diaku tidak mendapat
bagian. Namun, dia mendapat bagian dari orang yang mengakuinya
dengan dibagi rata dengannya. Ha ini disebabkan karena tidak adanya
bukti yang membenarkan bahwa orang itu adalah saudaranya.
3. Pengakuan terhadap Al-Laqgith
al-lagith adalah anak pungut atau menurut istilah yang diberikan ulama
madzhab adalah: “nama untuk seorang anak yang dilahirkan yang ditinggalkan atau
dibuang oleh keluarganya karena khawatir fakir atau untuk menutupi perbuatan
zina” (Hanafiyah); “seorang anak yang kelaparan dan tidak ada orang yang
mengurusinya” (Malikiyah); “semua anak yang terlantar dan tidak ada orang yang
mengurusinya” (Syafi’iyah); dan “anak yang dibuang oleh orang tuanya’ (Hanabilah).
Dalam menentukan umur al-laqgith, para ulama tidak berselish pendapat
yaitu seorang anak segjak dilahirkan termasuk al-lagith. Namun, terdapat perbedaan
dalam masa memelihara atau membantu, seperti empat atau lima tahun menurut
ulama Maliki, sampai tamyiz menurut ulama Syafi’'i dan Hanbali dan sampa usia
baligh menurut sebagian ulama Hanbali.#?
Semua ulama sepakat, memungut al-lagith hukumnya wajib/fardhu ain
apabila diketahui anak tersebut akan benar-benar binasa apabila tidak dipungutnya.
Namun, apabila tidak ada kekhwatiran binasa/bahaya, maka hukum mustahab

(sunnah) menurut ulama Hanafi dan fardhu kifayah menurut ulama syafi'i dan

8 Maryam Ahmad a-Daghistani, Ahkama-lagithii al-Isam. (t.t.: t.p., 1992), 19-21.



Hanbali.® Juga, tidak ada hak saling waris-mewarisi antara orang yang menemukan
dan al-laqith itu, sebab apa yang dilakukan orang tersebut semata-mata merupakan
perbuatan baik dan bijak, serta merupakan sikap saling tolong menolong dalam
kebaikan.

Terlepas dari perbedaan pendapat ulama dalam hukum memungutnya,
Sayyid Sabig®™ menyatakan bahwa tidak ada kewsjiban untuk menanggung
hidupnya, yang wajib hanya memungutnya, karena membiarkannya berarti menyia-
nyiakannya dan membuatnya berada dalam bahaya. Lebih lanjut beliau menjelaskan,
seorang anak kecil yang ditemukan di negara Islam diberi status sebagai muslim.

Menurut ulama, apabila anak tersebut memiliki harta (ketika ditemukan ada
harta di sampingnya), biaya pemeliharaan diambil dari hartanya. Jika tidak ada, maka
penemu dapat menyerahkan anak tersebut kepada hakim dan hakim menunjuk
seseorang untuk memeliharanya, sedangkan biaya pemeliharaan diambil dari bait al-
maal .

Islam mengajarkan agar orang Islam peduli dengan sesama umat manusia.
Kendatipun anak yang dibuang tersebut diyakini anak zina, Islam tetap
menganjurkan agar menyelamatkan nyawanya karena anak zina terlahir fitrah/suci,
dan perlu diselamatkan. Yang salah dan berdosa adalah orang tuanya (ibunya dan
lawan zinanya). Apalagi kalau seorang anak tidak diketahui orang tuanya karena
musibah dan bencana alam, tentulah sangat terpuji menyelamatkan nyawa mereka.
Tertutupnya informas tentang Siapa orang tua si anak, tidak boleh dijadikan alasan

untuk memandang rendah sesama umat manusia

8 hid.,
8 sayid Sabiq, Op. dit., , 255.



Dalam a-Quran tidak ada ayat yang khusus yang menjelaskan tentang al-
lagith, namun banyak ayat yang menerangkan bentuk keagungan Allah SWT dalam

memuliakan manusia, sebagai berikut:
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“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik
dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan
makhluk yang telah Kami ciptakan”.®
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“.....dan Barangsigpa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka
seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya’ .2
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“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa

Nya’.®’

Dari ayat di atas, bisa disimpulkan bahwa anak terlantar (al-laqgith)
mencakup di dalamnya anak yatim dan miskin. la dianggap yatim karena kehilangan
orang tuanya dan orang yang menjaganya. Miskin karena dia hanya tinggal di tanah

dan dipinggir pantai, oleh karenanya dia berhak mendapatkan kelembutan dan

pemeli haraan.

& QS. Al-lsraa (17): 70.
% Qs. Al-Maidah (5): 32.
8 QS. Al-Madah (5): 2.



Demikian juga dalam hadis nabawiyah, tidak ditemukan hadis yang
menerangkan tentang al-lagith, namun terdapat hadis yang menjelaskan tentang

keagungan Allah dalam memuliakan makhluknya, sebagai berikut:
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Artinya: “ Dari Abu Hurairah, berkata: saya ,mendengar Rasulullah SAW
bersabda: “Allah menjadikan seratus macam rahmat, kemudian Allah menahan
sembilan puluh sembilan macam dan menurunkan satu macam rahmat ke bumi,

dari satu macam rahmat itu seluruh makhluk saling menyayangi sampai seekor

kuda rela menghilangkan kuku kudanya demi anaknya karena khawatir
mengenai anaknya’.(HR. Bukhari)®®

Kemudian diperkuat dengan hadis Rasulullah yang lain, yang berbunyi:
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Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda: bahwa

seorang wanita dari bani Israil masuk neraka karena mengikat seekor kucing

dan tidak memberinya makan dan tidak memperkenankannya (walau) makan

serangga’. (HR. Muslim).®

Secara umum hadis di atas menjelaskan tentang kebesaran dan keagungan

Allah dalan memuliakan setigp makhluknya sampai dengan hewan ciptaannya.

Allah memberikan pahala atas orang yang menyayangi dan merawat binatang, walau

anjing sekalipun, apaagi manusia ciptaan tuhan yang paling sempurna. Seekor

kucing juga bisa menyebabkan seseorang bisa masuk neraka karena diabaikan dan
tidak diberi makan oleh pemeliharanya.

Begitu pula manusia yang mempunyai hati dan mempunyai tanggung jawab

sosia antar sesama, akan mulia apabila peduli terhadap sesamanya, terutama

8 Bukharf, Op. cit., Juz IV, 60.
® | hid., Juz 11, 260.



terhadap anak yatim, anak-anak yang terlantar dan anak yang dibuang oleh orang
tuanya untuk dirawat dan diberikan kasih sayang sehingga bisa tumbuh dengan baik.

Perbuatan itu untuk menunjukkan bahwa Allah SWT sebagai pencipta,
memuliakan seluruh makhluk-Nya dan memberikan pahala bagi orang yang juga
memuliakan makhluk ciptaan-Nya tanpa melihat apakah manusia ataupun hewan.
Tanggung jawab sosial yang diamanahkan Allah kepada Hamba-nya dapat
menghindarkan mereka dari dosa besar, lebih-lebih bagi mereka yang memberi
makan anak-anak yatim atau anak-anak terlantar yang sangat membutuhkannya.

Dalam nasab, Muhammad bin Muhammad al-M ukhtar®® menjelaskan bahwa
al-laqith tidak boleh dinasabkan kepada orang yang menemukannya (multagith),
karena ia bukan ayah dari anak tersebut. Seperti halnya pengangkatan anak yang
dinasabkan kepada ayah angkatnya, orang yang menemukan sebaiknya berhati-hati
dan tidak menasabkannya karena sama sagja ia telah menghilangkan nasab orang lain
kepada dirinya.

Disamping itu, al-laqgith juga tidak bisa dimasukkan ke dalam anggota
keluargannya dan anak-anaknya, bisa melihat aurat (orang yang haram dilihat),
bersentuhan dan mewaris hartanya. Untuk menghindarkan fitnah, solusinya adalah
dengan menyusukan anak tersebut (al-laqith) kepada istrinya, sehingga ada
hubungan mahram dalam bentuk persusuan.

Dalam pengakuan nasab al-lagith, ia dinasabkan dengan orang yang
mengakuinya pertama kali, walau ada orang yang mengakuinya juga dikemudian hari
karena hukumnya pada orang yang pertama kali mengakuinya. Akan tetapi, jika ahli

keturunan (al-gafah) meng-ilhag-kan kepada orang kedua, maka statusnya al-laqgith

% Maktabah Syamilah, Syarh Zad al-Mustagni ‘, Juz 10, 37.



berpindah kepada orang kedua, karena peng-lihag-an ahli keturunan itu merupakan
sebuah bukti dalam penyambungan nasab.”*

Apabila ada orang yang mengaku sebagai keluarganya, laki-laki maupun
perempuan, maka dia harus dipertemukan dengan anak itu apabila memungkinkan,
demi kemaslahatan anak itu sendiri tanpa menyusahkan orang lain. Dalam keadaan
semacam ini, hak kekeluargaan dan warisan menjadi milik pengaku. Jika yang
mengaku lebih dari satu orang, maka keputusan berada pada yang mengaku dengan
disertai bukti yang jelas. Jika di antara mereka tidak ada yang mempunyai bukti yang
jelas, maka keputusan diambil berdasarkan bantuan dari orang yang ahli dalam
membuktikan keturunan. Apabila ada seorang ahli keturunan dapat member data,
maka hukum dapat dipakai dengan syarat ahli tersebut merupakan seorang yang
mukallaf, laki-laki, adil dan berpengalaman dalam bidangnya.

Apabila hal tersebut tidak memungkinkan, maka dapat dilakukan
pengundian di antara mereka. Sigpa yang namanya keluar dalam undian adalah orang
yang berhak.®* Dalam menanggapi hal ini, Imam Abu Hanifah menyatakan:

“Penentuan keturunan tidak boleh diputuskan berdasarkan pertimbangan ahli
keturunan dan tidak dapat pula dengan jalan undian. Namun, kalau pengakuan
sgjumlah orang tentang satu anak temuan adalah sama, maka ia menjadi anak
mereka bersama, sdigp mereka menganggapnya sebagai anak sendiri dan
mewariskan semua dari anak tersebut, tak ubahnya memiliki bapak yang satu’

Pernyataan ini bisa dipahami, bahwa anak yang diperebutkan dalam
pengakuannya, dan sama-sama mempunyai bukti yang sama atau sama-sama tidak
mempunyai bukti, maka anak tersebut menjadi anak bersama seperti bapak satu.
Apabila bapak ini mewaris dari anak tersebut, maka dibagi rata dengan bapak yang

lainnya karena bagiannya sama dengan bapak satu.

° Maktabah Syamilah, Al-Mughnf, Juz 12, 477.
%2 Sayid Sabiq, Op. dit., 256.



Ab( Tsir®® menyatakan, bahwa jika ada dua orang mengakui al-lagfith,
kemudian al-gafah meng-lihag-kan pada keduanya, maka anak tersebut bersambung
pada keduanya, menjadi anak mereka, dan mewaris dari dua ayah dan keduanya
mewaris seperti warisan satu ayah. Imam Ahmad bin Hanba juga berpendapat
demikian.

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi‘i
menyatakan: **

“seorang anak (al-laqith) tidak boleh di-lihag-kan kepada lebih dari

satu orang tua, jika (ahli keturunan) meng-lihag-kan kepada dua orang

yang mengakui, maka gugur pernyataan mereka dan tidak dihukumkan
kepada keduanya’

Maka dalan memberikan solusi, Imam Syafi'i memberikan pendapat
sampai anak tersebut mumayyiz (qaul gadim), atau sampai dia dewasa/baligh (gaul
jadid). Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Umar r.a. yang berbunyi:
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Dari Umar r.a. bahwasanya ahli keturunan (al-gafah) berkata: berserikat

(ada kemiripan) kedua orang dengan anak itu. Kemudian Umar berkata:

berwalilah kepada keduanya yang kamu suka.

Pengakuan terhadap al-laqith, tidak selamanya bisa menimbulkan adanya
pertalian darah antara orang yang mengakuinya dengan al-lagith. Apabila al-lagith
jelasjelas tidak mempunya hubungan darah, maka hanya terbatas pada hubungan
kekeluargaan yang sifatnya memelihara, mendidik, memberi nafkah dan menjadikan
kehidupannya lebih baik.

Ketika pengukuhannya sah, maka ia berhak mendapatkan warisan. Dalam

hal ini, Muhammad Thaha Abul Ela menyatakan bahwa jika ada seseorang yang

% Maktabah Syamilah, Al-Mughnf, Juz 12, 478.
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mengukuhkan orang lain bahwa yang bersangkutan bernasab dengan dirinya dan dia
telah memenuhi seluruh syarat terdahulu, pengakuan itu dianggap sah jika tidak
merusak nasab orang lain. Mustalhaq lah ditetapkan sebagai orang yang terhubung
nasabnya dengan s mustalhiq. Dia berhak menerima warisan, sebagaimana anak
laki-laki dan anak perempuannya yang lain, termasuk jika s mustalhiq tidak
memiliki ahli waris lain yang jelas, mustalhaq lah berhak mewarisi seluruh harta
yang ditinggalkan. Atau menurut Abu Hanifah dia berhak menerima sisa harta
warisan setelah diberikan sebagian kepada pasangan si mayit.*®
4. Penetapan Asal Usul Anak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah
keturunan kedua sebaga hasl dari hubungan antara pria dan wanita. Dari segi lain
kata “anak” dipaka secara umum baik untuk manusia maupun untuk binatang
bahkan juga untuk tumbuh-tumbuhan. Dalam perkembangan lebih lanjut kata “ anak”
bukan hanya menunjukkan keturunan dari pasangan manusia, tetapi juga dipakai
untuk menunjukkan asal tempat itu lahir, seperti anak Aceh atau anak Jawa, berarti
anak tersebut lahir dan berasal dari Aceh atau Jawa.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42
disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai
akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat
selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang

mempunyal status sebagai anak kandung dengan kata hak-hak keperdataan melekat

% Abul ElaKhalifah, Op. cit., 648



padanya serta berhak untuk memaka nama belakang namanya untuk menunjukkan
keturunan dan asal usulnya

Dalam pandangan hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu
dianggep sah, vyaitu, (1) kehamilan bagi seorang istri bukan ha yang mustahil,
artinya norma dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini,
menurut beliau meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apbila anak
lahir dari seorang isrti yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah;
(2) tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam
bulan sgjak perkawinan. Tentang ini terjadi ijma’ para pakar hukum Islam (fugaha)
sebagal masa terpendek dari suatu kehamilan; (3) anak yang lahir itu terjadi dalam
waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih diperselisihkan
oleh pakar hukum Islam; (4) seami tidak mengingkar anak tersebut melalui lembaga
li’an. Jika seorang laki-laki ragu tetang batas minimal tidak terpenuhi dalam masalah
kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami
untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara li’ an.

Menurut Anwar al Amrusy bahwa seseorang yang menikah dengan sorang
wanita hamil dan secara diam-diam laki-laki tersebut mengakui sebagai orang yang
menghamili wanita tersebut, maka perbuatan yang demikian itu merupakan hak yang
menunjukkan wanita sekaligus kepada anak yang dilahirkannya. Dengan demikian,
anak yang dilahirkan nya kurang dari enam bulan lamanya sgjak ia menikah secara
resmi. Tentang hal ini sudah menjadi ketentuan hukum yang bulat tentang masalah
nasab ini, sehingga apabila terjadi hal sebagaimana yang telah diuraikan itu tentu saja

dapat dibenarkan. Lagi pula ha-hal yang menyangkut tentang nasab ini tidak dapat



diketahui secara menyeluruh dan secara terbuka serta selalu dissksikan oleh
masyarakat umum.*

Tentang masalah adanya ketunggadan hukum yang bulat sebagaimana
tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalan masalah nasab itu ada hal yang
berlawanan dalam suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu kehamilan. Pada suatu
Sis terdapat ketentuan yang menyatakan minimal enam bulan lamanya masa
kehamilan sehingga anak yang dilahirkan itu tidak sah, disis anak yang lahir itu
dianggep sah karena secara diam-diam ada laki-laki yang mengaku dialah yang
menghamili wanita tersebut. Oleh karena itu laki-laki tersebut sudah menikah secara
sah, maka dengan sendirinya anak yang dilahirkan itu adalah anak yang sah.

Dalam ha ini sebagaimana para ahli hukum Islam sependapat dengan apa
yang telah dikemukakan oleh Anwar al Amrusy yang mengatakan bahwa tidak ada
ketunggalan hukum dalam soal nasab, sebab hukum Islam sangat memerhatikan
kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak yang lahir secara sah, demikian juga
terhadap anak tersebut tidak berdosa, yang berdosa adalah kedua orang tuanya.
Pendapat ini dapat diapahami karena alur pikir dalam masalah nasab yang tersebut
dalam kitab-kitab figih adalah apa yang terbukti dan apa yang terlihat secara fisik
sgja, tidak dalam hal-ha tersembunyi padadiri sendiri.

Anak sash mempunyal kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua
berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara

kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri

% Riana Kesuma Ayu, Tentang Anak Menurut Hukum Islam, http://websiteayu.con, diakses tanggal
17 Juni 2010.
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mencari nafkah. Anak yang sah merupakan tumpuan harapan orang tuanya sekaligus
menjadi penerus keturunannya.

Maka, menurut Wahbah Az-Zuhaili®" dalam kitabnya ada tiga cara untuk

menetapkan asal usul anak, yaitu:

a. Membuktikan adanya perkawinan yang sah atau adanya perkawinan
yang fasid.

b. Mengajukan pengakuan nasab (igrér bin a-nasab/istilhag)

c. Pengguan alat-alat bukti, seperti saks, termasuk termasuk di dalamnya
keterangan ahli giyafah®. Di zaman sekarang, perlu dipikirkan tentang
alat bukti lain selain saks (baik saks biasa maupun saks ahli) yakni
hasil pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan DNA

Jika syarat-syarat telah terpenuhi, maka status anak menjadi anak sah dan

asd-usulnya bisa ditemukan tanpa adanya kerancuan. Asal usul inilah yang
menentukan seseorang dalam hak dan kewsjibannya, baik dalam perkawinan,
perwalian, kewarisan dan sebagainya. Jika statusnya sudah sah, maka pemenuhan
hak-anak ini berada di tangan ayahnya, begitu sebaliknya dalam menunaikan

kewajibannya.

9 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-1slamiy wa Adillatuhu (Suriah: Dar a-Fikr, 2006), Juz 10, 267.

% Al Qiyafah berarti mengikuti jejak. Al gafah dikalangan orang Arab adalah orang atau kaum yang
mempunya pengetahuan untuk menguraikan kemiripan manusia (Figh as Sunnah). Mungkin mirip
pengetahuan tentang katuranggan di Jawa, yakni kemampuan untuk membaca asal usul, sifat dan
watak seekor kuda dengan mdihat dan menganalisis ciri-ciri badannya (bentuk hidung, mata telinga,
kaki dsb). Katuranggan juga sering diterapken pada manusia. Lihat juga di Mukhsin Asyrof,
Mengupas Permasalahan Igtilhag dalam Hukum Islam, artikel, Mimbar Hukum: Journal of Islamic
Law, PPHI2M, No. 66, Desember 2008, h. 139.
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ANALISISKOMPARATIF TABANNI DAN ISTILHAQ

A. Akibat Hukum Konsep Tabanni dan Istilhag dalam Hukum Islam

Tabanni, seperti yang diungkapkan olen Mahmud SyaltGt memiliki dua
pengertian;® 1). Pengangkatan anak oleh seseorang terhadap anak orang lain yang
diketahui nasabnya, kemudian memperlakukan anak tersebut sama dengan anak
kandung baik kasih sayang atau nafkahnya (biaya hidup) tanpa diberikan status
nasab; dan 2). Menasabkan seorang anak orang lain sebagai anaknya dan ia
mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu menjadikan anak sah.

Tabanni yang mempunyai pengertian secara mutlak sudah menjadi praktik di
zaman jahiliyah, telah dilarang oleh Allah SWT karena menghilangkan asal-usul
yang asli anak angkatnya. Adanya pengalihan status nasab menjadi sebab pelarangan
tabanni secara mutlak, walaupun di dalamnya juga terdapat ingin membantu

meringankan beban anak anggkatnya. Namun, tabanni yang bertujuan untuk

% Mahmut Syaltdt, Op. cit., 275-276.



memelihara, mengasuh, memungut, dan mendidik anak-anak yang terlantar demi
kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasabnya orang tua
kandungnya adalah perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh ajaran 1slam, bahkan
dalam kondisi tertentu di mana tidak ada orang lain yang memeliharanya, maka bagi
orang yang mampu secara ekonomi dan psikis yang menemukan anak terlantar
tersebut hukumnya wajib untuk mengambil dan memeliharanya tanpa harus memutus
nasab dengan orang tua kandungnya.

Senada dengan dengan apa yang diutarakan oleh Mahmud Syaltut.
Fathurrahman juga memberikan komentar:*®

“Pengangkatan anak dalam pengertian ta’awun, dengan menanggung
nafkah anak sehari-hari, memelihara dengan baik, memberikan pakaian,
pelayanan kesehatan, demi masa depan anak yang lebih baik, justru
merupakan suatu amal bak yang dilakukan oleh sebagian orang yang
mampu menggantikan baik hati yang tidak dianugerahi oleh Allah
SWT...mereka mematrikan perbuatan pengangkatan anak sebagai sarana
mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mendidik, memelihara
anak-anak dari kalangan fakir miskin yang terabaikan hak-haknya
sebagai anak karena kefakiran dan kemiskinan orang tuanya. Tidak
diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan suatu amal
yang disukai dan dipuji oleh Islam”

Sedangkan pengertian al-Istilhag™™ atau “istilhag” adalah pengakuan nasab
oleh seseorang terhadap anak yang nasabnya tidak jelas untuk dijadikan nasabnya,
Istilhagq secara langsung bisa terjadi dalam bentuk bunuwwah (anak), ubuwwah
(bapak) dan umimah (ibu), dan tidak langsung dalam bentuk ‘umimah atau yang
lainnya dalam arti tidak langsung pada dzat orang yang mengakui, sehingga

memerlukan pembenaran dari orang lain.

10 Fathurrahman, 1lmu Waris (Bandung: Al-Md arif, 1984), 22, lihat juga di Syamsu Alam dan M.
Fauzan, Op. cit., 28

101 Seperti dalam penjelasan di atas, bahwa kata “istilhag” ini di gunakan oleh ulama madzhab Maliki,
Syafi’i dan Hanbdi, sedangkan ulama madzhab Hanafi menggunakan istilah “al-Igrér bi al-nasab”.



Dua entitas tersebut tentunya mempunyai implikasi yang sudah menjadi
konsekuensi dari keduanya Maka, dalam membahas akibat hukumnya akan
diuraikan sebagai berikuit:

1. Status Nasab

Tujuan syariah Idam adalah untuk menjaga eksistens manusia dalam
berbagai tingkat kehidupannya, baik secara primer (dhardriyah), sekunder (hajjiyah)
maupun pelengkap (tahsiniyah). Tingkatan primer merupakan tingkatan kebutuhan
manusia yang esensial, yang apabilatidak terpenuhi menjadikan hilangnya eksistensi
manusi awinya, sehingga tingkatan ini menghendaki adanya realisasi dan perwujudan
dalam konteks kehidupan yang nyata (tahgigu wa ijaduhd) serta pemeliharaan
terhadap eksistensinya (al muhafadhat ‘ala bagaiha).'*

Memelihara keturunan (hifdh al-Nad) merupakan salah satu tingkat primer
kebutuhan manusia dalam paling esens: untuk menjaga eksistensinya agar tidak
merusak keturunan. Oleh karenanya, tabanni dalam Islam hanya bertujuan untuk
memberikan pemeliharaan dan perlindungan kepada anak angkat tanpa adanya
pengalihan nasab. Sehingga, eksistens anak dalam status nasabnya tidak menjadi
rusak karena tidak bercampur dengan keturunan yang bukan nasabnya

Sedangkan istilhaq sendiri adalah untuk memberikan status nasab, mengingat
maslahat bagi anak tersebut. Maka, eksistensi anak dengan adanya pengakuan dapat
terpenuhi, sehingga ada kebersambungan nasab antara mustalhiq dan mustalhaq lah.
Namun tidak selamanya pengakuan atau “istilhag” mempunyai akibat pada
bersambungnya nasab anak dengan mustalhig, gpabila syarat-syarat dalam istilhag

tidak terpenuhi.

102 Muhaimin, MA., (et al), Kawasan dan Wawasan Studi |slam (Jakarta: Kencana, 2005), 293.



2. Kewarisan

Sistem kewarisan dalam Islam tidak sama dengan sisem kewarisan hukum
sekuler dan kewarisan aa Tionghoa. Sistem kewarisan islam sangat memperhatikan
aspek maslahah dalam aplikasinya. Sehingga, dalam pandangan Islam, ahli waris
yang berhak mendapatkan harta warisan hanyalah orang-orang yang mempunyai
hubungan kekerabatan (nasab) baik dari golongan furd’, ushdl dan hawasyi,
perkawinan (al-mushaharah).*®

Kewarisan yang berlaku dalam hukum sekuler tidak memperhatikan hal
tersebut, sehingga anak angkat menjadi bagian ahli waris dari keluarga angkatnya.
Begitu juga dengan kewarisan ala (adat) Tionghoa yang menyisihkan keluarga yang
mempunyai hubungan nasab dari pada keluarga angkatnya. Bisa dipastikan, bahwa
hal ini akan melahirkan konflik dalam sebuah keluarga, karena adanya perselisihan
dalam penentuan ahli waris.

Islam yang sangat memperhatikan maslahat, tetap memperhatikan hubungan
nasab dan perkawinan (al-musharah) dalam menentukan ahli waris. Artinya,
Sigpapun yang tidak mempunyai hubungan darah, tidak bisa menjadi ahli waris.
Sehingga anak angkat yang tidak masuk dalam kategori nasab dan perkawinan, tidak
berhak mendapatkan tirkah dengan cara waris. la tidak mempunyai hubungan nasab
dengan orang tua angkatnya, dan tidak pula dilahirkan dari rahim orang tua
angkatnya anak angkat tetap menjadi ahli waris dan mendapatkan warisan dari orang

tua kandungnya sgja.
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1% Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam: sebagai pembaharuan hukum positi f
di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 71.



“orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak
terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Anfal: 37)

Masuknya anak angka sebagai ahli waris akan melahirkan kecemburuan
sosial di antara keluarga (ahli waris), sebab ahli waris akan merasa dirugikan dengan
kehadiran anak angkat sebagai ahli waris. Dengan masuknya anak angkat sebagai
ahli waris juga akan mengurangi bagian harta warisan para ahli waris.'®* Namun
mengingat hubungan yang sudah akrab antara anak angkat dengan orang tua
angkatnya, apalagi kalau yang diangkat itu diambil dari keluarga dekat sendiri, serta
memperhatikan jasa baiknya terhadap rumah tangga orang tua angkatnya, maka dia
bisa mendapatkan harta orang tua angkatnya dengan cara hibah pada waktu orang
tua angkatnya belum meninggal dan cara wasiat setelah orang tua angkatnya
meninggal.

Pemberian wasiat tidak tidak boleh melebihi sepertiga harta dihitung dari
total harta yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat. Apabila orang tua angkatnya
mempunyai ahli waris, maka ia tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga. Jika
wasiatnya lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan, maka tidak boleh
dilaksanakan kecuali atas izin dari ahli waris.

Apabila orang yang meninggal tidak meninggalkan wasiat, sedang hartanya
banyak, maka penguasa (ulil amri) berhak mengeluarkan kebijakan yang tidak perlu
disandarakan kepada ada atau tidaknya seseorang meninggalkan wasiat pada masa
hidupnya, tetapi kepada hukum atau undang-undang yang berlaku. Hal inilah yang
disebut dengan wasiat wajibah. Tujuan dari wasiat wajibah ini yaitu untuk membantu

anak angkat tetap bisa bertahan dan mampu menafkahi dirinya sendiri.
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Namun, dalam “istilhag”, anak yang sudah mendapatkan pengakuan
(pengukuhan) dan bersambung nasabnya, berhak mendapatkan harta warisan. 1a juga
termasuk dalam golongan furu’ yaitu anak turun (cabang) dari s mayit (orang yang
mengakui). Khusus dalam pengakuan tidak langsung (misal: ukhuwwah), jika ayah
orang yang mengaku saudaranya menolak, maka dia tidak mendapatkan warisan. la
hanya mendapat bagian harta dari orang yang mengakui nya

Sedangkan bagian warisan yang bisa diterima oleh orang yang diakui dengan

secar tidak langsung, berdasarkan pernyataan Y ahya al-Laitsi mengutip pendapatnya

Imam Malik (dalam warisan orang yang diaku) sebagai berikut;'®®
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Artinya

“saya mendengar Malik berkata: masalah sosia yang berada ditengah-
tengah kita adalah tentang seorang laki-laki yang mati dan meninggalkan
beberapa anak. Kemudian salah satu diantara mereka berkata: “ayahku
telah mengakui bahwa fulan adalah anaknya”, nasab anak itu tidak bisa
bersambung hanya dengan kesaksaian satu orang. Pengakuan itu tidak bisa
(tidak bersambung ke ayahnya) kecuali hanya kepada anak yang
mengakuinya itu dan mendapatkan bagian dari harta yang diterima orang
yang melakukan kesaksian. Malik berkata: maksud tersebut adalah orang
yang meninggal, meninggalkan dua orang anak dan meninggalkan harta
sebanyak 600 dinar, maka masing dari keduanya mendapatkan 300 dinar,
kemudian salah satu dari mereka melakukan kesaksian bahwa ayahnya
yang telah meninggal mengakui bahwa fulan adalah anaknya, maka dari
tangan orang yang melakukan kesaksian itu diberikan 100 dinar dan itu
bagian waris dari mustalhag (orang diaku). Jika yang satunya juga
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mengakui hal tersebut, maka dia mendapat 100 dinar darinya, sehingga
haknya terpenuhi dan nasabnya bersambung.”

Namun, jika anak yang diaku (mustalhaq lah) tidak mempunyai hubungan
nasab, karena syarat-syarat dalam pengakuan tidak terpenuhi, maka ia tidak berhak
menerima warisan seperti halnya anak angkat. Hal itu disebabkan karena anak yang
diaku tidak mempunyai hubungan nasab dengan mustalhig.

3. Perkawinan

Isam mensyariatkan perkawinan adalah untuk menjaga nasab agar tidak
terjadi kerancuan dan hal itu merupakan magasid al-syariah dalam Islam. Sehingga
dengan perkawinan, yang halal tetap menjadi halam dan yang haram tetap menjadi
haram. Maka, tidak dimasukkannya anak angkat sebagai mahram keluarga angkatnya
adalah agar statusnya ia sebagai orang yang hala tidak menjadi kabur dan tidak
beralih menjadi mahram. anak angkat tetap tidak termasuk sebagai orang yang
mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan, sehingga ia tetap ajnabi
(asing).

Ketentuan ini adalah untuk menjaga timbulnya fitnah di kemudian hari,
sehingga tetap jelas apa yang halal disis Allah dan begitu pula apa yang haram
disisi-Nya Artinya, ketentuan tersebut untuk menghindari kesalahpahaman yang
halal dan haram. Hal ini biasanya terjadi karena anak angkat biasanya dianggap
sebagai anak sendiri dalam satu keluarga, sehingga seakan-akan dia menjadi muhrim.
Padahal dia sesungguhnya orang lain yang haram disentuh, bahkan haram dilihat

auratnya'®
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Apabila anak angkat hidup dan tinggal bersama keuarga angkatnya, maka ia
tetgp harus menjaga jarak atau tetgp berada dalam ketentuan hukum Islam dalam
berinteraks sehari-hari. Berbeda halnya dengan anak yang diakui (mustalhaq lah), ia
bisa menjadi mahram mustalhiq, jika pengakuannya sah karena statusnya menjadi
anak sah secara syar'i. ia pun menjadi mahram, bukan lagi halal (untuk dinikahi)
dalam keluarga tersebut.

Anak angkat tidak masuk dalam kategori hubungan nasab dan tidak pula
hubungan al-mushgrah. Jika ada hubungan al-mushgrah antara anak angkat dan
keluarga angkatnya, maka anak tersebut mempunyai hubungan mahram yang
menyebabkan lahirnya larangan perkawinan. Misanya, ibu kandung anak angkat
dinikahi oleh ayah angkatnya dan terjadi persetubuhan, maka anak tersebut (bila
perempuan) tidak boleh dinikahi oleh ayah angkatnya karena statusnya sudah
menjadi anak tiri.

Dengan demikian, anak angkat yang tidak menjadi mahram keluarga
angkatnya, dapat dinikahi oleh keluarga angkatnya. Misanya, anak angkatnya
seorang perempuan, ia boleh dinikahi oleh ayah angkatnya atau saudara angkatnya
atau yang lainnya dalam keluarga tersebut. Namun, bagi mustalhaq lah (jika
perempuan) tidak dapat dinikahi, karena dia haram (mahram) dengan keluarga

mustalhiq.
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keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat



mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya
daripadaisterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

4. Perwalian

Perwalian terhadap anak, terdiri dari perwalian terhadap dirinya, harta, dan
dirinya dan harta secara sekaligus. Anak yang masih belum mampu untuk mel akukan
pekerjaan dengan baik (belum cakap hukum), perlu mendapatkan perwalian dalam
setiap urusannya. Hal ini untuk menghindarkan anak dari penipuan (misal: dalam
membelanjakan hartanya). Mendampingi anak atau menjadi walinya tidak hanya
dalam konteks membelanjakan hartanya sgja, tetapi juga menjadi wali dalam
perkawinannya jika ia seorang perempuan atau bahkan dalam perwalian diri dan
hartanya secara sekaligus.

Menjadi wali nikah, pada hakikatnya hanyalah orang yang mempunyai
hubungan darah (ayah dan ashgbah dalam kewarisan). Wali anak angkat perempuan
ialah orang tua kandungnya, bukan orang tua angkatnya. Kecuali jika orang tua
kandungnya mewakilkan kepada orang tua angkatnya Dalam istilhag sendiri,
perwalian terhadap anak mustalhag lah adalah mustalhig (orang yang mengakui)
karena jelas-jelas mempunyai hubungan nasab dengan orang yang mengakuinya.

Berbeda dalam perwalian harta, kurator atau orang yang bertindak sebagai
wali, tidak harus orang yang mempunyai hubungan nasab. Namun yang lebih
ditekankan adalah orang yang mampu untuk mendampingi dan mengawas anak
tersebut dalam membelanjakan hartanya dan mengurusi segala keperluannya, baik
anak itu anak angkat atau anak sah secara syar i (mustalhaqg lah). Semua itu adalah
untuk memberikan pelayanan dan pendidikan kepada setiap anak yang dilahirkan,

apalagi anak tersebut termasuk al-lag:th (anak temuan).



5. Nafkah
Pada dasarnya, tabanni dan istilhag bertujuan untuk memberikan pelayanan,
perawatan, pemeliharaan dan pendidikan dan kesejahteraan terhadap anak. Tabanni -

yang dianjurkan oleh Isam- adalah tabanni dalam arti luas,'”’

tidak hanya terbatas
pada pengangkatan anak oleh sebuah keluarga yang tidak mempunyai keturunan,
tetapi kepentingan anak juga harus diperhatikan. Begitu pula dengan istilhag yang
lebih tepatnya untuk memberikan maslahat kepada seorang anak, apa lagi anak yang
ditelantarkan oleh orang tuanya. Pemberian nafkah diharapkan mampu memberikan
kesglahteraan dan maslahat kepada setiap anak. Artinya, pemberian nafkah dapa
membantu anak dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya hingga ia dewasa
dan mampu mandiri.

Pemberian nafkah terhadap anak angkat, sebenarnya bukan merupakan
kewajiban ayah angkatnya. Namun, tabanni yang dilakukan oleh sebuah keluarga
menyebabkan adanya peralihan tanggung jawab dalam memberikan nafkah dari
orang tua kandung kepada orang tua angkat, terlebih orang tua kandung tidak mampu
secara ekonomi. Adanya hubungan timbal balik ini karena anak angkat nantinya juga
akan berjasa dalam keluarga, yaitu sebagai pelengkap keluarga yang tidak
mempunyai keturunan.

Akibat yuridis dari tabanni ini adalah terciptanya hubungan kasih sayang dan
beraihnya tanggung jawab dalam memberikan nafkah. Di samping itu, tabanni

dalam arti mendidik, dan memelihara anak yang terabaikan hak-haknya karena

197 Tabanni dalam Islam konteksnya lebih tepat disebut anak asuk yang diperluas. Rifya Kabah
menyebutnya dengan istilah hadhanah yang diperluas, anak asuh yang diperluas, karena dalam
pengangkatan anak harus melalui proses penetapan pengadilan, sedangkan pengasuhan anak tidak
memerlukan suatu proses penetapan pengadilan.



kefakiran dan kemiskinan juga bisa dijadikan sebagai sarana mendekatkan diri
kepada Allah SWT.

Sedangkan dalam pengukuhan anak, pemberian nafkah merupakan suatu
kewajiban yang menjadi konsekuensi yang ditimbulkan. Adanya hubungan ayah dan
anak melahirkan adanya hak dan kewgjiban di antara keduanya, begitu juga
sebaliknya. Orang tua (secara sya'i) berkewajiban untuk memberikan pendidikan,
pelayanan dan nafkah kepada anaknya (mustalhag lah). Ini juga sebagai usaha agar
orang tuanya dapat menghindarkan anak tersebut dari kefakiran dan kemiskinan.

Namun, pengakuan secara tidak langsung yang masih membutuhkan
pembenaran dari pihak ketiga, tidak selamanya melahirkan kewajiban ayah terhadap
anak. Apabila pengakuan tersebut tidak dibenarkan oleh pihak ketiga, maka
kewajiban untuk memberikan nafkah berada di bawah tanggungan orang yang
mengakuinya, misal orang yang mengaku saudara. Hubungan hanya terbatas
hubungan kekeluargaan saja, seperti memberi nafkah, memelihara, dan memberikan

pendidikan secukupnya tanpa adanya hubungan nasab dengan pihak ketiga.

B. Persamaan dan Perbedaan Tabanni dan Istilhag dalam Hukum Islam
Tabanni dan istilhag sebenarnya merupakan dua entitas yang berbeda
Namun, keduanya termasuk dalam institus kekeluargaan Islam. Dalam prosesnya,
keduanya berbeda karena mempunyai implikasi yang berbeda pula. Namun, tidak
menutup kemungkinan adanya persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan di
antara keduanya, mengingat hal tersebut sebagai institusi untuk memberikan
kesgjahteraan kepada setiap anak yang dilahirkan. M aka agar mudah dipahami, akan

diuraikan sebagai berikut:



1. Persamaan Tabanni dan Istilhaq

a)

b)

Dari aspek tujuan. Tabanni dan igtilhaq pada dasarnya adalah untuk
memberikan perlindungan dan pemeliharan terhadap anak-anak.
Artinya, tabanni dan istilhaq bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak.
Namun, pemenuhan hak dalam tabanni hanya terbatas pada pemeliharan
dan pelayanan demi kesgjahteraan anak, sedangkan istilhag lebih
menekankan pada aspek kemadahatan yang lebih umum. Misalnya,
terkait dengan status nasab anak.

Dari aspek objeknya. Objek istilhag lebih khusus kepada anak yang
tidak jelas nasabnya (majhdl al-nasab), begitu pula tabanni juga dapat
dilakukan terhadap anak yang tidak jelas nasabnya tanpa menasabkan

kepada ayah angkatnya.

2. Perbedaan Tabanni dan Istilhaq

a)

b)

Secara definitif. Tabanni berarti pengangkatan anak oleh sebuah
keluarga dengan tujuan untuk memelihara, mendidik dan memberikan
nafkah anak tanpa menasabkannya. Sedangkan istilhagq berarti
pengakuan atau pengukuhan anak yang tidak jelas nasabnya bahwa anak
tersebut adalah nasabnya

Dalam prosesnya. Pengangkatan anak biasanya dilakukan oleh sebuah
keluarga, sedangkan pengakuan anak dilakukan secara individu baik
yang bunuwwah, ubuwwah, umimah dan seterusnya.

Dari segi objek. Cakupan tabanni lebih luas ketimbang istilhag. Tabanni
tidak hanya terbatas kepada kepada anak yang jelas nasabnya, tetapi

juga terhadap anak yang tidak jelas nasabnya (majhdl al-nasab).



d)

f)

9)

h)

Sedangkan cakupan istilhaq hanya terbatas kepada anak yang tidak jelas
nasabnya

Satus nasab. Status nasab anak angkat tidak berpindah dari orang tua
kandung kepada orang tua angkat. Namun dalam istilhag, status anak
yang tidak jelas nasabnya berakibat pada hubungan nasab dengan orang
yang mengakui.

Dalam kewarisan. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari
orang tua angkatnya karena tidak termasuk ahli waris. Sedangkan
istilhag yang sudah memenuhi syarat mengakibatkan anak sebagai
nasabnya dan termasuk ahli waris, sehingga berhak mendapat harta
warisan dari orang yang mengakuinya

Dalam perkawinan. Status anak angkat dalam keluarga orang tua
angkatnya tetap menjadi ajnabi, sehingga anak angkat dan orang tua
angkatnya tetap menjadi orang yang halal untuk dinikahi. Berbeda
dengan istilhag yang menyebabkan adanya hubungan nasab, sehingga
status anak yang diakui menjadi muhrim dan haram dinikahi.

Dalam perwalian. Wali nikah anak angkat tetap berada di tangan orang
tua kandungnya. Ayah angkat tidak bisa menjadi wali nikahnya, kecuali
orang tua kandung mewakilkannya. Sedang istilhaq mengakibatkan
kewagjiban orang yang mengakui sebagai orang tua kandungnya,
sehingga wali nikah berada di tangan orang yang mengakui (mustalhiq).

Kewajiban nafkah. Nafkah anak angkat beralih tanggung jawabnya
kepada keluarga angkatnya dan nafkah mustalhag lah memang

merupakan tanggung jawab orang yang mengakuinya.



i) Aspek kewajaran. Pengangkatan anak oleh sebuah keluarga tidak perlu
memperhatikan selisih umur, bahkan pengangkatan anak juga bisa
terjadi pada orang yang tidak terlalu jauh selisih umurnya. Sedangkan
dalam istilhaqg, aspek umur sangat diperhatikan untuk mengetahui selisih

umur, sehingga tidak terdapat kebohongan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesmpulan

Tabanni dalam arti konvensional telah dilarang oleh Islam berdasar kisah
Zaid bin bin Haritsah ketika diangkat menjadi anak angkat Rasulullah dan menjadi
Zaid bin Munhammad. Tabanni ini terjadi di zaman jahiliyah dengan status
menasabkan anak angkatnya kepada orang tua angkatnya, serta bisa saling mewarisi
di antara keduanya.

Namun, yang sangat di anjurkan dalam Islam adalah tabanni dalam arti
memelihara, mengasuh, memungut, dan mendidik anak yang orang tua kandungnya
tidak mampu atau anak yang terlantar, atau karena motif tidak mempunyai keturunan
(tanpa menisbahkan), ini sebagai sebuah pertolongan kepada anak-anak yang tidak
mampu dan semata karena ingin mendekaktkan diri kepada Allah SWT.

Sedangkan dalam istilhag, pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dan

ternyata benar, maka anak tersebut mempunyai hubungan nasab dengan orang yang



mengakuinya. Namun, pengakuan yang dilakukan dengan tidak langsung dan
diingkari oleh ayahnya, pengakuan tidak dapat diterima. Jadi, istilhag tidak
selamanya berakibat pada adanya hubungan nasab.

Akibat hukum dari tabanni dan istilhaq yaitu tidak adanya status nasab antara

anka angkat ayah angkatnya sehingga menyebabkan:

1. Anak angkat tidak mendapatkan warisan karena tidak termasuk ahli
waris. Namun, karena mempunyai ikatan antara keduanya dan telah
memberikan kontribusi dalam sebuah keluarga, maka pemberian dari
ayah angkatnya dibolehkan dengan cara wasiat dan hibah. Sedangkan
istilhag, karena ada hubungan nasab, maka berhak dan menjadi ahli waris
karena kedudukan menjadi anak sah menurut syara’.

2. Anak angkat idak menjadi muhrim, sehingga tidak ada mawani ‘un nikah
di antara keduanya. Perwalian nikah tetap berada di bawah orang yang
mempunyai hubungan nasab, ayah angkat tidak bisa menjadi wali nikah
anak tersebut, kecuali orang tua kandungnya mewakilkannya. Berbeda
dengan igtilhag yang memang sudah mempunyai hubungan nasab,
sehingga perwaliannya menjadi tanggung jawab penuh mustalhiq dan
terdapat mawani ‘un nikah.

3. Berpindahnya tanggung jawab dari ayah kandung ke orang tua angkatnya
dalam pemeliharan dan pemberian nafkah karena ketidakmampuan orang
tua kandungnya. Ayah angkat hanya membantu meringankan beban ayah
kandung anak tersebut. Sedangkan nafkah mustalhag menjadi tanggung
jawab mustalhig. Jadi ada hak-hak anak yang menjadi kewajiban orang

tuanya, begitu juga sebaliknya



B. Saran

Setelah mengamati dan memahami pembahasan dalam penelitian, ada

beberapa ha yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

1. Bag peneliti selanjutnya, hendaknya lebih concern pada permasalahan
istilhag dan mengkaji lebih komprehensif, karena banyaknya kasus anak
yang dibuang dan tidak jelas nasabnya yang tidak mendapatkan hak-
haknya, juga karena kurangnya rujukan dalam persoalan ini.

2. Pemerintah, hendaknya mengeluarkan peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang permasalahan istilhag ini, karena hal ini ada
kaitannya dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama daam
perkawinan, yaitu masalah asal-usul anak, agar dapat dijadikan sebagai

sumber hukum materiil, khususnya hukum perdata 19 am.
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